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ABSTRAK 

 

E-government merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana 

pemerintahan menggunakan teknologi tematik atau teknologi informasi. Program Nasi 

Uduk Inhil merupakan suatu terobosan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir yang memudahkan masyarakat desa/ 

kelurahan untuk mengurus segala jenis dokumen kependudukan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui implementasi e-government pada program Nasi Uduk Inhil di Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mengetahui 

peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dalam 

menjalankan implementasi e-government pada program Nasi Uduk Inhil. Penelitian ini 

menggunakan metode Deskriftif Kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan 

suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai mandiri, dan 

mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa implementasi e-government pada program Nasi Uduk Inhil 

di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir belum optimal. 

Yang dilihat dari indikator yaitu sarana dan fasilitas pendukung yang belum memadai, 

kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat dan budaya manual masih mengakar kuat. 

Peran Disdukcapil Kabupaten indragiri Hilir dalam implementasi e-government pada 

program nasi uduk inhil yaitu untuk mengatasi berbagai permasalahan jaringan dari 

desa ke kota. Dan mempermudah pembuatan data kependudukan. Hendaknya Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir lebih memperhatikan 

hal-hal yang mejadi pengaruh untuk menunjang pengimplementasian e-government pada 

program Nasi Uduk Inhil agar bisa memberikan pelayanan secara optimal kepada 

masyarakat. 

Kata Kunci: Implementasi, E-government, Nasi Uduk  
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IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN THE NASI UDUK INHIL 

PROGRAM AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE 

(DISDUK CAPIL) OF INDRAGIRI HILIR REGENCY 

 

By: 

Ririn Febriyanti 

NIM: 12070520817 

 

ABSTRACT 

 

E-government is a form of application for the implementation of tasks and governance 

using thematic technology or information technology. The Nasi Uduk Inhil program is a 

breakthrough issued by the Population and Civil Registration Office of Indragiri Hilir 

Regency that makes it easier for village/sub-district communities to take care of all types 

of population documents. This study aims to determine the implementation of e-

government in the Nasi Uduk Inhil program at the Indragiri Hilir Regency Population 

and Civil Registration Office and to find out the role of the Indragiri Hilir Regency 

Population and Civil Registration Office in carrying out the implementation of e-

government in the Inhil Uduk Rice program. This study uses the Qualitative Descriptive 

method, which is a type of research that describes a state or research that is carried out 

to determine the independent value, and describes the state of the nature or essence of the 

value of a certain object or phenomenon. The results of the study show that the 

implementation of e-government in the Nasi Uduk Inhil program at the Indragiri Hilir 

Regency Population and Civil Registration Office has not been optimal. What is seen 

from the indicators is inadequate supporting facilities and facilities, lack of socialization 

to the community and manual culture is still deeply rooted. The role of the Disdukcapil of 

Indragiri Hilir Regency in the implementation of e-government in the nasi uduk inhil 

program is to overcome various network problems from village to city. And make it 

easier to make population data. The Population and Civil Registration Office of Indragiri 

Hilir Regency should pay more attention to matters that are influential to support the 

implementation of e-government in the Nasi Uduk Inhil program in order to provide 

optimal services to the community. 

Keywords: Implementation, E-government, Nasi Uduk 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

E-government di Indonesia dimulai pada awal tahun 2000-an seiring 

dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. E-

Government merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat 

meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan 

komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang 

menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat. 

E-Government diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, 

transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan 

maksud agar tumbuh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap citra 

pelayanan pemerintah khususnya birokrasi. 

Awal 2000-an, Pemerintah Indonesia mulai mengenalkan konsep e-

government untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi 

publik. Pada tahun 2001, Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government 

dikeluarkan untuk mempercepat penerapan e-government di seluruh 

kementerian dan lembaga. 

Mengacu kepada Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 bahwa 

tahapan awal dalam e-government adalah membangun portal pemerintah, 

salah satunya portal pelayanan publik yang ditujukan untuk menunjang 
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pengembangan dan pelaksanaan e-Government. Portal pelayanan publik 

(selanjutnya disebut website) adalah situs web penyedia layanan publik 

yang disediakan oleh suatu lembaga pemerintah atau merupakan integrasi 

layanan dari sejumlah lembaga terkait. Website adalah media yang 

mewujudkan layanan publik yang efektif dan penyelenggaraan 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui website, pemerintah 

dapat melakukan interaksi kepemerintahan secara elektronik dengan 

stakeholder(Yunita, 2018) 

Transformasi Digital 2016-sekarang, dalam beberapa tahun terakhir, 

pemerintah Indonesia semakin intensif dalam memanfaatkan teknologi 

digital. Pembentukan Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kemenkominfo) yang bertanggung jawab atas TIK, serta program-

program seperti "Gerakan 100 Smart City" dan "SPBE (Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik)" adalah contoh nyata dari upaya 

transformasi digital di Indonesia. 

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merupakan salah satu daerah di 

Provinsi Riau yang juga mengikuti jejak pemerintah pusat dalam 

mengimplementasikan e-government dalam memberikan pelayanannya 

kepada masyarakat secara online. Salah satu aspek yang menjadi tujuan 

implementasi e-government adalah tersedianya sistem informasi yang 

dapat mendukung kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Indragiri Hilir. Keberadaan sistem informasi bertujuan untuk mengelola 

data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah guna mengembangkan 
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sistem informasi tersebut guna memperoleh pelayanan yang lebih efektif 

dan efisien dalam proses birokrasi. Maka dari itu terdapat sistem informasi 

di lingkungan Pemerintah Indragiri Hilir yang bertujuan untuk mendukung 

proses birokrasi dengan sebaik-baiknya dan prosedur birokrasi dapat 

memanfaatkan potensi teknologi informasi dengan sebaik-baiknya untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada 

Pemerintah Indragiri Hilir.(Aina Shafira, 2021) 

Perubahan pelayanan dari manual ke e-government melibatkan 

beberapa aspek penting yang dapat memengaruhi bagaimana masyarakat 

menerima layanan dari pemerintah. Secara manual, warga harus datang 

langsung ke kantor Disduk Capil Inhil untuk mendapatkan layanan, yang 

bisa memakan waktu dan biaya. Secara E-government layanan dapat 

diakses secara online, kapan saja dan di mana saja, asalkan ada koneksi 

internet. Ini membuat layanan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas. 

Proses pengolahan data dan dokumen secara manual sering memakan 

waktu lama dan rentan terhadap kesalahan manusia. Setelah adanya E-

Government, Proses menjadi lebih cepat dan efisien dengan otomatisasi, 

mengurangi waktu tunggu dan kemungkinan kesalahan. Secara manual 

sulit untuk melacak proses dan perkembangan layanan, yang bisa 

menyebabkan kurangnya transparansi dan potensi korupsi. Secara E-

Government, Sistem elektronik mencatat setiap transaksi dan interaksi, 

sehingga lebih mudah untuk diaudit dan meningkatkan transparansi. 

Pengalaman Pengguna dari manual, warga harus menghabiskan waktu 
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berjam-jam di antrian dan bolak-balik mengurus persyaratan administrasi. 

Setelah adanya E-Government, Masyarakat bisa menyelesaikan banyak 

proses administrasi dari rumah, mengurangi waktu dan tenaga yang 

diperlukan. 

NASI UDUK INHIL atau inovasi Program Sederhana Sekali Urus 

Administrasi Kependudukan Indragiri Hilir merupakan inovasi program 

sebagai solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 

pada masa pandemi covid-19 tahun 2019 yang bertujuan untuk membantu 

dan mempermudah masyarakat yang jauh dari ibu kota kabupaten dalam 

kepengurusan dokumen kependudukan dengan memanfaatkan teknologi di 

masa perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini.  

Pada tahun 2020 program nasi uduk Inhil ini sudah mulai 

memperkenalkan kepada masyarakat luas dengan melakukan sosialisasi 

kepada para kepala desa/lurah, dan pada tahun 2021 pihak Disduk Capil 

mulai merealisasikan dan menjalankan program ini dan terus melakukan 

upaya pengembangan nasi uduk inhil ini dengan terus mengevaluasi dan 

melakukan perbaikan-perbaikan pada web ini. 

Program nasi uduk capil Inhil dapat diakses melalui link 

https://disdukcapil.inhilkap.go.id, pada web ini masyarakat bisa 

mendaftarkan berkas yang telah disediakan untuk melakukan pendaftaran 

pada dokumen kependudukan yang ingin dibuat. 

 

 

https://disdukcapil.inhilkap.go.id/
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Gambar 1.1: 

Tampilan menu website Disduk capil Kabupaten Indragiri Hilir 

 

Dari gambar diatas didalam tampilan menu dilaman ini bisa dilihat 

bahwa untuk mendaftar dokumen kependudukan cukup hanya dengan 

mengikuti langkah-langkah yang sudah disediakan di laman website ini. 

Gambar 1.2: 

Tampilan program Nasi Uduk Inhil pada website Disduk capil 

Inhil 

 

 

Gambar diatas menunjukan tampilan dari program nasi uduk untuk 

mendaftar dan memasukan berkas yang diperlukan. 
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Berikut jenis dokumen pelayanan kependudukan yang dapat diurus 

melalui inovasi pelayanan NASI UDUK INHIL tersaji dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1: 

Jenis Dokumen Dalam Inovasi Pelayanan Nasi Uduk Inhil 

NO Jenis Pelayanan Waktu 

Pengerjaan 

Tempat 

Pelayanan 

A Pendaftaran Penduduk 

1 Kartu Keluarga 

-Kartu Keluarga Baru 

-Kartu Keluarga Karena Penambahan 

Anggota Keluarga/Numpang Kk 

-Kartu Keluarga Pengurangan Anggota 

Karena Membentu Keluarga 

Baru/Pindah/Meninggal 

-Kartu Keluarga Hilang/Rusak 

 

 

 

 

3 Hari/Lebih 

 

 

 

 

Kantor 

Desa/Lurah 

2 Penerbitan KTP-El Bagi Yang Sudah 

Perekaman 

3 Hari/Lebih Kantor 

Desa/Lurah 

3 Penerbitan KIA  

-Penerbitan KIA Kurang Dari 5 Tahun  

-Penerbitan KIA Di Atas Umur 5 Tahun 

s.d 17 Tahun Kurang 1 Hari 

 

3 Hari/Lebih 

 

Kantor 

Desa/Lurah 

4 Surat Keterangan Pindah 3 Hari/Lebih Kantor 

Desa/Lurah 

B Pencatatan Sipil 

1 Akta Kelahiran 3 Hari/Lebih Kantor 

Desa/Lurah 

2 Akta Kematian 3 Hari/Lebih Kantor 

Desa/Lurah 

3 Akta Perkawinan 3 Hari/Lebih Kantor 

Desa/Lurah 

4 Akta Perceraian 3 Hari/Lebih Kantor 

Desa/Lurah 

5 Akta Pengangkatan Anak 3 Hari/Lebih Kantor 

Desa/Lurah 

6 Akta Pengakuan Anak 3 Hari/Lebih Kantor 

Desa/Lurah 

7 Akta Pengesahan Anak 3 Hari/Lebih Kantor 

Desa/Lurah 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 
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Berdasarkan tabel diatas, menunjukan jenis pelayanan yang bisa 

diurus pada web Nasi Uduk Inhil, menunjukan waktu dan tempat 

pelayanan untuk mendaftar dokumen kependudukan. 

Tabel 1.2: 

SOP Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 

 

 

No 

 

SOP Pelayanan Pembuatan Dokumen 

Keterangan Jangka 

Waktu 

1 (Sebelum) Manual:  

1. Pemohon datang ke kantor disdukcapil 

inhil  

2. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas  

3. Petugas menerima dan memeriksa 

kelengkapan berkas dan pengetikan draf 

surat perizinan  

4. Dokumen yang sudah diverifikasi di paraf 

sekretaris dinas untuk selanjutnya 

diteruskan ke kepala dinas  

5. Dokumen ditanda tangani kepala dinas  

6. Dokumen yang sudah ditanda tangani di 

cap dan diberi nomor  

7. Dokumen diserahkan kepada pemohon  

8. Dilanjutkan dengan proses pembuatan 

dokumen (Perekaman)  

9. Dokumen diambil di kantor disdukcapil 

inhil 

 

 

 

 

 

 

5-7 Hari Pengerjaan 

(Konvensional) 

2 Sesudah ada Program Nasi Uduk Inhil: 

1. Pemohon/ Masyarakat Desa/ Kelurahan 

menyerahkan berkas ke petugas registrasi 

Desa/ Kelurahan sampai dinyatakan 

lengkap; 

2. Petugas regestrasi Desa/ Kelurahan 

mengirim berkas pemohon melalui aplikasi 

Nasi Uduk Inhil ke Admin Nasi Uduk Inhil 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 

3. Admin Nasi Uduk Inhil menerima berkas 

 

 

 

 

 

3 Hari/ lebih 

(Dalam Jaringan) 
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pemohon yang dikirim petugas regestrasi 

Desa/ Kelurahan untuk dicatat di arsipnya; 

4. Pengelolaan berkas oleh tim verifikasi dan 

verifikator, selanjutnya berkas diserahkan 

ke operator untuk dientry dan diverifikasi 

oleh verivikator; 

5. Berkas diserahkan ke Kadis untuk disetujui 

melalui petugas TTE 

6. Berkas kembali dikirim ke petugas 

registrasi Desa/ Kelurahan melalaui email 

petugas registrasi Desa/ Kelurahan ubtuk 

dicetak dokumen yang sudah final; 

7. Dokumen yang sudah siap, dicetak 

diserahkan kepada pemohon/ masyarakat 

oleh petugas registrasi Desa/ Kelurahan. 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 

Dari tabel diatas, pelayanan untuk mengurus dokumen 

kependudukan pada masa manual dibutuhkan waktu 5 hari atau lebih. 

Namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan tidak sesusai dengan 

SOP sehingga masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan harus 

meunggu lama. Hal ini dimanfaatkan beberapa oknum di Dinas Capil 

untuk melakukan pungli kepada masyarakat agar dokumen kependudukan 

cepat selesai.  

Sesudah adanya web Nasi Uduk Inhil pengurusan dokumen 

kependudukandikerjakan dalam waktu 3 hari. Tapi pada kenyataan bagi 

masyarakat yang mengurus berkas secara mandiri dan berkasnya gagal 

untuk diverifikasi, mereka tidak bisa untuk mengajukan pengaduan dan 

langsung di peroses. Sehingga masyarakat hanya bisa membuat pengaduan 

kepada desa/ kelurahan agar pihak desa/ lurah menyampaikan kepada 

dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hilir. 
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Tabel 1.3: 

Jumlah Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Indragiri Hilir 2024 

 

No Jabatan Jumlah 

(Orang) 

1 Kepala Dinas 1 

2 Sekretaris 1 

3 Kasubbag 2 

4 Jabatan Fungsional 13 

5 Ka.UPT 5 

6 PNS 30 

7 Staf Honor 108 

Jumlah 160 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 

Dari tabel diatas, total keseluruhan pegawai di Disduk Capil 

sebanyak 160 orang dengan banyak pegawai yang PNS sebanyak 30 orang. 

Hal ini menunjukkan banyaknya pegawai yang saat ini tidak bergelar PNS, 

banyaknya pegawai bisa mempengaruhi efektifitas dan efesiensi dalam 

mengimplementasikan pelayanan yang ada di Disduk Capil Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

Tabel 1.4: 

Sarana dan Prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Indragiri Hilir 

No Sarana Dan Prasarana Jumlah/ Unit 

1 AC 18 

2 Komputer PC 53 

3 Meja Kerja 78 

4 Kursi Kerja 153 

5 Leptop 23 

6 Lemari Arsip 53 

7 Kamera 13 

8 Proyektor 1 

9 Meja Komputer 9 
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10 Kursi Tamu 6 

11 Kursi Tunggu 11 

12 Alat Perekam KTP-el 13 

13 Printer Biasa 56 

14 Printer KTP-el 13 

15 Server 3 

16 Scanner 1 

17 Kendaraan Roda 4 2 

18 Kendaraan Roda 2 9 

Sumber: Daftar Aset Disduk dan Pencapil Kab. Inhil Tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas, Perlengkapan dan peralatan utama untuk 

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kantor Dinas dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir secara kuantitas cukup 

memadai. Selain itu, dari sisi kualitas masih terdapat beberapa sarana dan 

prasarana kerja yang memerlukan penggantian mengingat faktor umur 

teknis maupun perkembangan teknologi yang terjadi saat ini agar dapat 

menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman.Fasilitas yang tersedia di 

Kantor Disduk Capil, seperti kursi dan meja yang kurang dari jumlah 

pegawai. Kursi tamu yang di sediakan juga minim sehingga banyak 

masyarakat yang harus menunggu antrian dengan hanya berdiri atau duduk 

di parkiran motor mereka. Karena hal inilah di perlukannya pelayanan 

yang berbasis elektronik (e-government) agar masyarakat lebih mudah 

membuat keperluan dokumen kependudukan dari tempat mereka masing-

masing. Sehingga tidak terjadinya antrian yang Panjang dan tidak 

memakan waktu yang lama. 

Pelayanan Nasi Uduk Inhil ini dibuka untuk akses umum, Seluruh 

masyarakat di kabupaten Indragiri hilir dapat mengakses program ini. 
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Akan tetapi masyarakat yang bisa mendaftar khusus yang sudah berumur 

17 tahun dan sudah memiliki KTP. Selain itu pelayanan nasi uduk inhil ini 

sudah diintegrasikan menggunakan pelayanan Mak Wo (Mengurus 

Administrasi Kependudukan memakai Whatsapp Online) agar nantinya 

pemohon bisa memilih mengirimkan berkas sendiri dengan memfotokan 

berkas persyaratan lalu mengirimkan ke nomor admin registrasi pelayanan 

dan apabila berkas lengkap maka dokumen akan diproses langsung pada 

hari kerja atau pemohon bisa meminta bantuan melalui petugas bagian 

registrasi ataupun pendaftaran di desa maupun kelurahan dengan hanya 

memberikan berkas pengajuan dokumen kependudukan pemohon dan 

petugas desa akan meneruskan kepada nomor whatsapp resmi admin mak 

wo pada pelayanan nasi uduk inhil.(Febriansyah, 2022) 

Tabel 1.5 

Jumlah Pelayanan Inovasi Nasi Uduk Inhil Menurut Kecamatan 

 

Kecamatan  Jumlah Pelayanan 

Keritang  2.361 
Kemuning  1.277 

Reteh  1.105 
Sungai Batang  564 

Enok  1.539 

Tanah Merah 1.869 

Kuala Indragiri 509 

Concong 358 

Tembilahan 247 

Tembilahan Hulu 758 

Tempuling 1.599 

Kempas 1.219 

Batang Tuaka 1.122 

Gaung Anak Serka 687 

Gaung 687 

Mandah 969 

Kateman 639 
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Pelangiran 832 

Teluk Belengkong 311 

Pulau Burung 785 

Total  19.437 

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab, Inhil. 2022 

Dari tabel diatas jumlah pelayanan nasi uduk inhil perkecamatan 

selama setahun berjumlah 19.437. dengan pelayanan terbanyak berjumlah 

2.361 dikecamatan Keritang. Dan jumlah paling sedikit dikecamatan 

Tembilahan berjumlah 247.  

Namun sejauh ini e-Government pada program Nasi Uduk Inhil yang 

diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum terlalu 

terekspos ke masyarakat sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui 

program layanan pemerintah ini. Minimnya akses informasi yang ada pada 

Sistem pelayanan e-government berupa program Nasi Uduk Inhil yang 

juga menjadi salah satu perhatian dimana pemerintah di Disduk Capil 

Kabupaten Indragiri Hilir selaku pelayan publik harus mengedepankan 

keterbukaan penyedia informasi bagi masyarakat. 

Tabel 1.6 

Kondisi Jaringan Di Kabupaten Indragiri Hilir 

 

 

Kecamatan  

Jaringan Internet  

KET Ada Kuat Lemah Tidak  

Ada 

Keritang       4G 

Telkomsel 

Kemuning       4G 

Telkomsel 

Reteh        4G 

Telkomsel 

Sungai Batang       4G 

Telkomsel 

Enok       4G 

Telkomsel 
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Tanah Merah      4G 

Telkomsel 

Kuala Indragiri      4G 

Telkomsel 

Concong       4G 

Telkomsel 

Tembilahan       4G 

Telkomsel 

Tembilahan Hulu       4G 

Telkomsel 

Tempuling       4G 

Telkomsel 

Kempas      4G 

Telkomsel 

Batang Tuaka      4G 

Telkomsel 

Gaung Anak Serka      4G 

Telkomsel 

Gaung      4G 

Telkomsel 

Mandah       4G 

Telkomsel 

Kateman       4G 

Telkomsel 

Pelangiran       4G 

Telkomsel 

Teluk Belengkong       4G 

Telkomsel 

Pulau Burung       4G 

Telkomsel 

Sumber:  

Dari tabel diatas diketahui masih banyak kecamatan yang memiliki 

jaringan lemah. Dan hanya beberapa kecamatan yang memiliki jaringan 

yang kuat. 

Dalam proses pengurusan pelayanan sudah dilakukan sudah sesuai 

SOP dan dilakukan secara cepat dan tidak dipungut biaya akan tetapi bagi 

beberapa masyarakat masih merasakan sulit beradaptasi menggunakan 

Inovasi Program Nasi Uduk Inhil ini, alasannya adanya hambatan yang 
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dialami oleh disduk capil yaitu terbatasnya kelengkapan sarana dan 

prasarana yang ada  di kantor desa/ lurah dan di Disdukcapil, keterbatasan 

kualitas jaringan untuk menunjang kegiatan pelayanan yang masih sering 

terjadi gangguan dan error, property yang masih sering mengalami 

kerusakan dan tidak dilakukan perbaikan, Contact person yang masih 

susah di akses atau di hubungi/ slow respon karena tidak adanya 

ketersediaan ruang public seperti aplikasi chat sehingga masyarakat terus 

menunggu panggilan dari kantor Capil yang tidak pasti, Transportasi yang 

jauh sehingga sulitnya untuk bolak-balik ke kantor disduk capil. 

Pada pemahaman masyarakat tentang pelayanan secara online 

dirasakan masih kurang baik serta tidak adanya kebijakan tersendiri yang 

mengatur secara khusus program Nasi Uduk Inhil ini sehingga dana yang 

dikeluarkan pihak disduk capil untuk pelayanan web ini berasal dari dana 

APBD kantor yang mana dana inilah yang menjadi kendala dalam 

menjalankan berbagai kegiatan pelayanan dan sosialisai seperti sosialisasi 

upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan 

dengan seadanya. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai evaluasi dan perbaikan 

dalam proses implementasi e-government oleh Disduk Capil Kabupaten 

Indragiri Hilir, khususnya dalam pelayanan dan penyediaan program yang 

lebih baik. Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian mengangkat 

judul: “Implementasi e-government Pada Program Nasi Uduk Inhil di 
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Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) 

Kabupaten Indragiri Hilir ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dalam 

penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana Implementasi E- Government Pada Program Nasi Uduk 

Inhil di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) 

Kabupaten Indragiri Hilir? 

2. Apa Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) 

Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Menjalankan Implementasi E-

Government Pada Program Nasi Uduk Inhil  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, adapun tujuan dari penulisan ini 

yakni:  

1. Untuk mengetahui Implementasi E-Government Pada Program Nasi 

Uduk Inhil di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk 

Capil) Kabupaten Indragiri Hilir 

2. Untuk Mengetahui Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

(Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Menjalankan 

Implementasi E-Government Pada Program Nasi Uduk Inhil  
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu: 

a. Bagi Peneliti 

Agar menambah pengetahuan, dan membuka wawasan tentang 

Implementasi E- Government Pada Program NASI UDUK INHIL 

di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) 

Kabupaten Indragiri Hilir. Dari penelitian tersebut peneliti juga 

dapat pengalaman yang memberi pengaruh positif untuk kehidupan 

bermasyarakat. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai syarat bagi 

peneliti untuk mendapatkan gelar srata satu (S1) atau serjana. 

b. Bagi Instansi 

Manfaat penelitian ini untuk instansi yaitu bisa dijadikan 

pertimbangan oleh Instansi yang bersangkutan untuk 

mengembangkan inovasi program Nasi Uduk Inhil dengan 

melakukan upaya-upaya yang ada dan bisa dijadikan sebagai 

evaluasi yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas program 

melalui respon masyarakat di dalam penelitian ini.  

c. Bagi Pustaka  

Bisa dijadikan literatur untuk menambah referensi tentang 

Implementasi e-government 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan agar memudahkan peneliti untuk 

menyusun penelitian yang lebih sistematis, sehingga diperoleh pemaparan 
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data yang jelas dan mendetail mengenai hasil penelitian yang dilakukan. 

Adapun sistematika penulisan dalam peneltian ini yakni: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang pemilihan 

topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti 

dalam mengungkapkan suatu fenomena/konsep/dugaan untuk 

mencapai suatu tujuan. Dalam perumusan masalah dapat 

dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang dijadikan Batasan 

penelitian. Pada tujuan penelitian terdapat target penelitian yang 

ingin dicapai. Pada bagian ini terdapat manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini Berisikan dasar penyususnandan menguraikan 

teori-teori yang menjadi penelitian. Terdiri dari kajian teori, 

penelitian terdahulu, definisi konsep, pandangan islam, konsep 

operasional, dan kerangka berfikir. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, sumber dan jenis data, 

lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, informan 

penelitian, dan teknik analisis data. 

BAB IV: GAMBARAN UMUM 

Pada bab ini memaparkan tentang gambaran umum objek 

penelitian, aktivitas penelitian dan struktur penelitian. 
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BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil-hasil dari penelitian pembahasan mengenai 

penelitian. 

BAB VI: PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan 

lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Implementasi 

Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses 

umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program 

tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran 

telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap 

disalurkan untuk mencapai sasaran. Menurut Anderson (1990), 

implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu: 1. Who is 

involved in policy implementation (siapa yang mengimplementasikan 

kebijakan); 2. The nature of the administrative process (hakekat dari 

proses administrasi); 3. Compliance with policy content (kepatuhan kepada 

kebijakan); dan 4. Impact (efek dan dampak dari implementasi 

kebijakan)Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi 

adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik 

direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan 

berbagai pihak yang berkepentingan.(Novita Tresiana, 2021) 

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka 

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut 

dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.Implementasi adalah 

pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk 

undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 
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keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas 

tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur atau 

mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung melalui 

sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan 

undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk 

pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana 

kesediaan.(Pramono, 2020) 

B. Sistem Pelayanan E- Government 

a. Definisi E- Government 

E-Government adalah wujud pemanfaatan TIK oleh sektor 

publik untuk membangun suatu mekanisme interaksi yang baru antara 

pemerintah dengan seluruh stakeholder (warga, bisnis, lembaga 

pemerintah lainnya) dengan tujuan untuk menyediakan akses 

informasi secara luas, layanan publik yang berkualitas serta 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan.(Darmawan Napitupulu, 2020) 

Definisi tentang bagaimana sebuah pemerintahan 

menggambarkan konsep e-government, (Joko Tri Nugraha, 2023) 

sebagai berikut: 

Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan e-government 

secara ringkas, padat, dan jelas, yaitu: 
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"E-government refers to the delivery of government informaltion 

alnd services online through the Internet or other digitall mealns" (“E-

Government mengalcu pa ldal penya lmpa lia ln informalsi da ln lalya lna ln 

pemerintalh secalra l online melallui Internet a ltalu sa lralna l digita ll lalinnya l”). 

Pemerintalh New Zea lla lnd melihalt e-government seba lga li sebua lh 

fenomenal sebalga li berikut: 

"E-government is al waly for governments to use the new 

technologies to provide people with more convenient alccess to 

government informaltion alnd services, to improve the quallity of the 

services alnd to provide grealter opportunities to palrticipalte in our 

democraltic institutions alnd processes". “(E-Government alda llalh 

sebua lh calra l ba lgi pemerintalh untuk mengguna lka ln teknologi ba lru 

untuk menyedia lka ln a lkses ya lng lebih muda lh ba lgi ma lsya lra lka lt terhalda lp 

informalsi daln lalya lna ln pemerintalh, untuk meningka ltkaln kuallitals 

lalya lna ln da ln untuk memberikaln pelualng ya lng lebih besalr untuk 

berpalrtisipalsi da llalm lembalga l da ln proses demokralsi)”. 

Gil-Ga lrcia lalnd Ma lrtinez-Moya lno (2007) mendefinisikaln 

electronic government alta lu e-government sebalga li sebua lh la lngka lh 

pemerintalh da llalm mengguna lka ln infra lstruktur TI seca lral inova ltif. E-

government bialsa lnya l diimplementalsikaln da llalm pengguna la ln sistem 

berbalsis web porta ll. Secalra l umum, fungsi e-government sebalga li a llalt 

untuk memberikaln kenya lma lnaln terha ldalp a lkses informalsi da ln la lya lna ln 

publik, meningka ltkaln kuallitals pelalya lna ln, sertal menyedia lka ln pelualng 
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kepalda l publik untuk ikut terlibalt memalntalu kinerja l 

pemerintalha ln.(Darius Antoni, 2022) 

b. Misi/Tujualn E-Governmalnt 

E-Government memiliki misi altalupun tujualn ya lng da lpa lt 

memberikaln lalya lna ln infra lstruktur teknologi publik dialnta lralnya l: 

1. Serve, Melalya lni denga ln memberi wa lrga la lkses ya lng merekal 

butuhkaln untuk progra lm, la lya lna ln, daln informalsi; 

2. Engalge, Terlibalt denga ln memberda lya lka ln wa lrga l untuk 

berpalrtisipalsi da llalm lalya lna ln daln kebijalka ln pemerintalh 

pengemba lnga ln untuk mempenga lruhi penga lmbilaln keputusa ln; 

3. Regulalte, Mengaltur denga ln memberikaln informalsi, proses, daln 

progra lm untuk membalntu bisnis meralmpingka ln proses regula lsi da ln 

memberikaln produk da ln la lya lna ln ya lng a lmaln denga ln menetalpka ln 

da ln meneralpka ln hukum ya lng mendikte balga lima lnal kital hidup 

bersa lmal seba lga li malsya lra lka lt; 

4. Protect, Melindungi dengaln memalstika ln kealmalna ln, priva lsi, daln 

perlindunga ln setialp walrga l nega lra l. 

Proses singka ltnya l, e-Government seca lral umum menga lcu palda l 

struktur politik, aldministralsi daln Teknologi Informa lsi da ln 

Komunika lsi diguna lka ln. Berda lsa lrka ln penjelalsa ln dialta ls da lpalt 

disimpulkaln balhwa le-Governmentalda lla lh pengguna la ln teknologi, 

informalsi da ln komunikalsi (TIK) ya lng diselengga lra lka ln oleh 

pemerintalh khususnya la lplika lsi berbalsis web. Untuk mendukung 
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pemerintalha ln ya lng responsif da ln lebih ekonomis denga ln 

memfalsilitalsi fungsi a ldministraltif daln malna ljeriall, menyedia lkaln wa lrga l 

da ln pemalngku kepentinga ln denga ln muda lh menga lkses sega lla l lalya lna ln 

informalsi da ln la lya lna ln pemerintalh, memfalsilitalsi interalksi da ln 

tralnsa lksi serta l progra lm-progra lm ya lng ma lmpu melalya lni publik 

denga ln ba lik daln memberikaln kesempaltaln ya lng lebih balik untuk 

berpalrtisipalsi da lla lm sua ltu lembalga l da ln proses demokra lsi ya lng efektif. 

Denga ln ka ltal lalin e-Government menekalnka ln peraln a lktif pemerintalh 

da llalm meningkaltka ln kinerjalnya l da llalm memberikaln pelalya lna ln, 

menciptalka ln bentuk-bentuk balru palrtisipa lsi wa lrga l nega lra l, da ln dalla lm 

mengelolal hubunga ln ta ltal kelolal publik.(Siti Alia, 2023) 

c. Malnfa lalt E-Goverment 

Gia lnluca l (2007) menga lmalti balhwa l e-Government dalpa lt 

memengalruhi tralnsformalsi di sektor publik di tigal bidalng uta lma l 

seperti: dimensi ekonomi, dimensi sosiall da ln dimensi pemerintalha ln. 

Kesepa lka lta ln dimensi ekonomi denga ln pengura lnga ln bia lya l operalsi 

untuk meningkaltkaln ka lpa lsitals pengirimaln la lya lna ln, meningkaltka ln 

calkupa ln daln kua llitals lalya lna ln, meningka ltka ln kalpa lsitals respons untuk 

menga ltalsi ta lntalnga ln da ln peningka lta ln kemiskinaln ja llaln untuk 

mengha lsilkaln pendalpa ltaln. Ma lnfala lt sosia ll termalsuk penciptalaln 

lalpa lnga ln kerjal, pendidikaln daln kesehaltaln peningkalta ln, meningka ltkaln 

keselalmalta ln daln kea lmalna ln hidup daln properti walrga l  a lnta lral la lin. 

Untuk menopalng poin-poin tersebut berikut telalh diidentifikalsi 
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beberalpa l malnfa la lt e-Goverment (Dunial Ba lnk, 2016, Tralnspalrency 

Internaltionall, 2016): 

1. Memfalsilitalsi sirkulalsi da ln implementalsi progra lm pemerintalh 

2. Memfalsilitalsi a lrus informalsi dalri pemerintalh kepa ldal wa lrga l 

3. Meningka ltka ln tralnspa lra lnsi da ln a lkuntalbilitals ya lng tela lh 

mengha lsilkaln pengura lnga ln dra lstis korupsi. 

4. Meningka ltka ln efisiensi dengaln mengura lngi ha lmba ltaln birokra lsi 

ya lng dia llalmi pemerintalh opera lsi. 

5. Mempertalhalnka ln kealma lnaln kehidupaln da ln properti walrga l untuk 

seba lgia ln besa lr. 

6. Meningka ltka ln pemberialn la lya lna ln terutalmal melallui pertukalraln 

a lntalrdepalrtemen informalsi da ln pengga lbunga ln lembalga l da ln 

kementerialn terkalit. 

7. Mengura lngi bialya l tra lnsa lksi, tenalga l, wa lktu, daln rua lng ya lng 

dibutuhkaln untuk pemerintalhaln ya lng ba lik. 

8. Memperkualt kemalmpualn pemerintalh untuk memberikaln la lya lna ln 

da ln memperluals palrtisipalsi wa lrga l di Indonesial pemerintalha ln. 

9. Membalntu da llalm mencalpa li pembalnguna ln terutalmal da llalm 

ka litalnnya l denga ln operalsi pemerintalh oleh memperkenallka ln 

konsep-konsep ba lru da lri e-government. 

10. Mengura lngi korupsi denga ln mempromosikaln tralnspa lra lnsi, 

membukal daltal pemerintalh kepa ldal publik penga lwa lsa ln, daln 

denga ln mengotoma ltisalsi proses pemerintalh, membaltalsi 
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kebijalksa lnala ln pejalba lt daln membalta lsi interalksi wa lrga l denga ln 

petuga ls a ldmin untuk menga lkses lalya lna ln utalma l. 

Fa lkta lnya l ba lhwa l seba lgia ln besa lr nega lral di dunia l telalh 

memalnfala ltkaln TIK da lla lm menjallalnkaln a ltalu melalkuka ln urusa ln 

pemerintalha ln. Diya lkini ba lhwa l TIK menjembalta lni kesenjalnga ln a lnta lral 

pemerintalh da ln malsya lra lka lt melallui konektivitals, denga ln demikialn 

membalwa l pemerintalh lebih dekalt ke malsya lra lka lt. Alplika lsi TIK 

modern telalh ba lnya lk mewujudkaln pemerintalhaln ya lng efisien da ln 

efektif denga ln penya lmpa lialn lalya lna ln ya lng di tingka ltka ln secalral 

menyeluruh kepa ldal ma lsya lra lka lt.(Muhammad Yusuf, 2023) 

d. Jenis-Jenis E- Government 

E-Government sendiri terdalpa lt beberalpa l jenis. aldalpun Jenis-

jenis e-Government di alnta lralnya l seba lga li berikut(Deasy Purwaningtias, 

2020):  

1. Government to Citizen (G2C) a lda llalh sua ltu teknologi informalsi 

ya lng mempunya li sua ltu tujualn untuk memperbaliki hubunga ln 

interalksi alntalra l pemerintalh denga ln kelompok malsya lra lka lt daln 

da lpalt untuk mempermudalh malsya lra lka lt da llalm mencalri berbalga li 

informalsi tentalng pemerintalha ln. 

2. Government to Business (G2B) a lda llalh sua ltu tipe hubunga ln 

pemerintalh denga ln pa lral bisnis menega lh a ltalupun ba lwa lh. Ka lrena l 

a lkaln sa lnga lt dibutuhkaln relalsi ya lng sa lnga lt balik, alnta lral pemerintalh 
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denga ln kalla lnga ln bisnis. Tujualnnya l utalma l nya la lda llalh demi 

kemudalha ln berbisnis malsya lra lka lt kallalnga ln pembisnis. 

3. Government to Government (G2G) a lda lla lh berupal Web pemerintalh 

ya lng dibua lt, bertujualn untuk memenuhi berbalga li ma lca lm informalsi 

ya lng dibutuhka ln alntalra l pemerintalhaln ya lng sa ltu denga ln 

pemerintalha ln ya lng la linnya l, denga ln sua ltu tujualn ya litu untuk 

memperlalncalr dan mempermudalh kerjalsa lmala lntalral pemerintalha ln-

pemerintalha ln ya lng bersa lngkuta ln. 

4. Government to Employees (G2E) alda llalh berupal tipe hubungaln 

ya lng ditujuka ln untuk pa lra l pega lwa li pemerintalha ln a ltalu pega lwa li 

negeri untuk neningka ltkaln kinerjal daln juga l untuk kesejalhterala ln 

pa lral pega lwa li ya lng bekerjal disa llalhsa ltu institusi pemerintalh.  

e. Model E- government 

Model e-government telalh berkembalng melallui empalt lalngka lh: 

birokralsi, ma lnaljemen informalsi, pa lrtisipalsi wa lrga l, da ln pemerintalha ln. 

Kera lga lma ln da ln kedewalsa la ln sosia ll a ldallalh fa lktor ya lng signifika ln 

untuk meningkaltka ln e-government. Oleh ka lrenal itu e-government 

a ldalla lh teknologi, melalinkaln sa lla lh sa ltu da lri malsya lra lka lt, budalya l, da ln 

politik. Berikut alda llalh empalt model e-government menurut Kim 

(2003) da llalm (Indrayani, 2020): 

Pertalma l, model birokralsi memiliki tujualn kebijalka ln utalmal ya lng 

berfokus pa ldal fungsi a ldministralsiya lng efisien da llalm struktur 

pemerintalha ln daln sektor individu. Model belum maltalng da lla lm 
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malsya lra lka lt sipil, dengaln konsekuensi ya lng sa lnga lt rendalh 

keikutsertala ln wa lrga l da llalm keputusaln kebijalka ln.  

Kedua l, model malnaljemen informalsi alda llalh hubunga ln a lntalra l 

pemerintalh da ln wa lrga l da lla lm ha ll pelalya lna ln publik elektronik. Na lmun, 

malsih terdalpa lt input ya lng tida lk signifikaln terhaldalp keputusa ln 

kebijalkaln, ka lrenal pa lrtisipalsi walrga l nega lral da llalm malsya lra lka lt sipil 

telalh melemalh.  

Ketiga l, model pa lrtisipalsi wa lrga l memiliki keterlibaltaln wa lrga l 

ya lng positif daln kua lt dallalm keputusaln kebijalkaln melallui interalksi 

dua lalra lh. Model mencobal untuk menekalnka ln demokralsi daln 

tralnspa lra lnsi denga ln mengguna lka ln teknologi informalsi. Na lmun, alda l 

ba lnya lk la lya lna ln ya lng tersedia l melallui alplikalsi internet altalu teknologi 

informalsi. Da llalm model ini, tingkalt malsya lralka lt sipil telalh maltalng.  

Keempa lt, model taltal kelolal menjelalska ln balhwa l berbalga li 

kelompok sipil daln wa lrga l nega lra l secalra lalktif berpalrtisipalsi dalla lm 

semual proses penga lmbilaln keputusa ln kebijalka ln da ln mengekspresika ln 

pendalpa lt merekal melallui Internet. Semual kegia lta ln politik daln 

a ldministralsi memiliki tempalt di bidalng e-government. Tentu saljal, 

proses ya lng demokra ltis daln tralnspa lra ln ya lng kua lt telalh ditekalnkaln. 

f. Talhalpaln E- Government 

Pengemba lnga ln e-government di Indonesial secalra l umum 

dilalksa lna lkaln denga ln mela llui 4 (empalt) ta lhalpa ln, (Ambar Teguh 

Sulistiyani, 2019):  
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1. Talha lp pertalma l merupalkaln sua ltu tingka lta ln da llalm upa lya l persia lpa ln. 

Pa lda l talha lp pertalma l ini malka l dilalkuka ln pembualta ln situs web 

ya lng sela lnjutnya l dimalnfa laltka ln sebalga li medial informalsi sertal 

komunikalsi ya lng menghubungka ln pa lda l setialp Lemba lga l. Di 

sa lmping itu situs web juga l perlu disosia llisa lsikaln untuk ka llalnga ln 

internall malupun publik. 

2. Talha lp kedual merupalka ln sebualh tindalka ln upa lya l pemaltalnga ln ya lng 

da lpalt berupal pembualta ln situs web informa lsi publik ya lng disusun 

bersifalt interalktif. Di salmping itu di dallalm pembualta ln alnta lr mukal 

sena lntialsa l memperhaltikaln relalsiona ll a ltalu keterhubunga lnn denga ln 

Lemba lga l-lemba lga l ya lng la lin. 

3. Talha lp ketigalmerupalka ln sebualh tindalkaln untuk pemalnta lpaln, ya lng 

a lntalra l lalin berisi pembualtaln situs web ya lng bersifa lt pemualtaln 

informalsi mengena li jenis-jenis tralnsa lksi pelalya lna ln publik ya lng 

dilalkuka ln. Disa lmping itu juga l melalkukaln pembualta ln 

interoperalbilitals alplikalsi da ln da ltal lembalga l-lembalga lla lin. 

4. Talha lp keempalt alda llalh seba lga li tindalka ln pemalnfa laltaln ya lng pa lda l 

prinsipnya l berisi tentalng pembualta ln alplikalsi ya lng diguna lka ln 

untuk alkses pelalya lna ln ba lik ya lng bersifalt Government to 

Government (G2G), Government tu Business (G2B), ma lupun 

Government to Consumers (G2C). 

g. Indikator E-Government 
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Indikator Keberhasilan E-government Budi Rianto dkk (2012) 

mengatakan sedikitnya ada 4 indikator keberhasilan E-Government, 

yaitu : 

a. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data. 

1. masyarakat bisa mengakses aplikasi/website yang 

disediakan pemerintah. Pembentukan jaringan informasi 

dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan 

dapat terjangkau pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat 

waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. 

2. adanya standarisasi teknis di bidang sistem informasi, 

teknologi informasi, dan sistem komunikasi data 

b. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi 

daerah. 

1. Ketersedian Data 

a. Data Peta 

b. Data Teks 

c. Data Gambar 

d. Data Penduduk 

e. Data grafik 

2. Ketersediaan Informasi  

a. Informasi Berita, Yaitu informasi kegiatan atau yang 

terjadi 
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b. Informasi Umum, Yaitu berupa informasi mengenai 

web, sajarah dan profil singkat 

c. Ketersediaan aplikasi E-government Pendukung pekerjaan 

kantor dan pelayanan Publik. 

1. Nama aplikasi/ website yang menunjang pekerjaan 

pemerintah 

2. Pembuatan situs informasi publik interaktif; 

3. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga 

lain/swasta 

d. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka 

meningkatkan komunikasi antar Pemerintah, antara pemerintah 

dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi e-mail, 

SMS ataupun teleconference. 

1. Pemerintah menyediakan layanan chat di aplikasi atau 

website untuk publik 

2.  Penyiapan SDM; 

3. Penyiapan sarana akses yang mudah  

4. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk 

publik. 

C. Nalsi Uduk Inhil 

a. Definisi Nalsi Uduk 

Da llalm meningkaltka ln pelalya lna ln publik di bidalng pela lya lna ln 

a ldministralsi kependudukaln, Dinals Kependudukaln daln Pencalta ltaln 
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Sipil Ka lbupa lten Indralgiri Hilir membua lt sebualh terobosaln ya lng 

inova ltif melallui pelalya lna ln “NAlSI UDUK INHIL” ya litu Sederhalna l 

Seka lli Urus Aldministralsi Kependuduka ln di Ka lbupa lten Indralgiri Hilir. 

Pelalya lna ln Na lsi Uduk Inhil memberikaln kemudalha ln balgi malsya lra lka lt 

khususnya l ma lsya lra lka lt desa l da ln keluralha ln ya lng da lpa lt mengurus 

dokumen kependudukaln di ka lntor desal da ln luralh. Denga ln demikialn, 

malsya lra lka lt tida lk perlu dalta lng ke Ka lntor Dina ls Kependuduka ln da ln 

Pencalta ltaln Sipil Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir ya lng bera lda l di Kota l 

Tembilalha ln.(Kamaruddin, 2022) 

Progra lm Na lsi Uduk Inhil ini sendiri bera lrti Sederhalnal Seka lli 

Urus Aldministralsi Kependuduka ln Indra lgiri Hilir ya lng memberikaln 

pengertialn balhwa l sa la lt ini untuk mengurus dokumen kependudukaln di 

Indra lgiri Hilir sa lnga lt sederha lnal. Ma lsya lra lkalt ya lng tingga ll di dalera lh 

ya lng ja luh dalri ibu kotal kalbupa lten tidalk perlu mendalta lngi ka lntor 

Disdukca lpil Indra lgiri Hilir di Tembilalha ln untuk mengurus dokumen 

kependudukaln. Merekal bisa l melalkukaln registra lsi da ln mengirim 

berkals seca lral online melallui balntualn a ldminduk di Desa l tempalt mereka l 

tingga ll.(Andi Nurcahya, 2023) 

b. Dalsalr Hukum Progralm Nalsi Uduk Inhil 

1. UU No. 23 Ta lhun 2006, Seba lga lima lna l Telalh Diuba lh Denga ln UU 

No. 24 Ta lhun 2013 Tentalng Peruba lha ln Alta ls UU N0.23 Ta lhun 

2006 Tentalng Aldministra lsi Kependuduka ln. 
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2. PP No. 40 Ta lhun 2019 Tentalng Pela lksa lna laln UU No. 23 Ta lhun 

2006 Seba lga limalna l telalh Diuba lh Denga ln UU No. 24 Ta lhun 2013. 

3. Perpres No. 96 Talhun 2018 Tentalng Persya lra lta ln Da ln Talta lCa lral 

Penda lftalra ln Penduduk Daln Penca ltaltaln Sipil. 

4. Permendalgri No. 104 Ta lhun 2019 Tenta lng Pendokumentalsia ln 

Aldministra lsi Kependuduka ln. 

5. Permendalgri No. 95 Ta lhun 2019 Tentalng Sistem Informa lsi 

Aldministra lsi Kependuduka ln. 

6. Permendalgri No. 102 Ta lhun 2019 Tentalng Pemberia ln Ha lk Alkses 

Da ln Pemalnfa la ltaln Da ltal Kependuduka ln. 

7. Permendalgri No. 57 Ta lhun 2021 Tenta lng Sistem Ma lnaljemen 

Kea lma lna ln Aldministralsi Kependuduka ln. 

Kebija lka ln pemerintalh ya lng mendukung inova lsi pela lya lna ln nalsi uduk: 

1. Perpres No. 96 Talhun 2018 tentalng Persya lra lta ln daln Taltal Calra l 

Penda lftalra ln Penduduk daln Pencalta ltaln Sipil 

2. Permendalgri No. 7 Ta lhun 2019 tentalng Pelalya lna ln Aldministra lsi 

Kependuduka ln secalra l Da lring 

3. Permendalgri No. 109 Talhun 2019 tentalng Formulir daln Buku 

ya lng Diguna lka ln da llalm Aldministralsi Kependuduka ln 
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c. Logo Nalsi Uduk Inhil 

Galmbalr 2.1:  

Logo Nalsi Uduk Inhil 

 

Ga lmba lr ini mencerminkaln dima lnal untuk mengurus seluruh jenis 

dikumen pelalya lna ln kependudukaln suda lh bisa l dilalkuka ln da llalm saltu 

tempalt ya lng berna lmal Progra lm Na lsi Uduk Inhil. Piha lk Disduk Calpil 

Inhil menyedia lkaln pela lya lna ln berbalsis elektronik untuk menunjalng 

kemaljualn e-government ya lng memberi dalmpalk positif ba lgi 

malsya lra lka lt desa l/kelura lhaln ya lng ja luh da lri Ka lbupa lten untuk mengurus 

dokumen kependudukaln.  

Da llalm ralngka l meningka ltkaln Pelalya lna ln publik di bidalng 

a ldministralsi kependuduka ln di Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir, Dina ls 

Kependuduka ln da ln Calta ltaln Sipil Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir 

mengembalngka ln progra lm inova ltif melallui lalya lna ln "NAlSI UDUK 

INHIL" a lta lu Sederhalna l Seka lli Urus Aldministralsi Kependuduka ln di 

Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir. Progra lm ini merupalka ln sua ltu inovalsi ya lng 

bertujualn untuk mempermudalh proses pelalya lna ln a ldministralsi 

kependudukaln. Progra lm La lya lna ln Na lsi Uduk Inhil memberikaln 

kemudalha ln balgi ma lsya lra lka lt terutalmal merekal ya lng bera lda l di desal da ln 
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keluralha ln untuk mengurus dokumen kependuduka ln di kalntor desalalta lu 

keluralha ln, sehingga l tidalk perlu untuk dalta lng ke Ka lntor Dinals 

Kependuduka ln da ln Penca ltalta ln Sipil Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir ya lng 

terletalk di Kota l Tembilalhaln. Progra lm La lya lna ln Na lsi Uduk Inhil telalh 

terintegra lsi denga ln La lya lna ln "MAlK WO" (Mengurus Aldministra lsi 

Kependuduka ln denga ln Whaltsalpp Online), dimalna l petuga ls 

pendalfta lraln di desa l daln keluralha ln da lpalt menga ljukaln dokumen 

kependudukaln malsya lra lka lt desal da ln keluralhaln melallui nomor 

wha ltsa lpp resmi aldmin MAlK WO Pelalya lna ln Na lsi Uduk 

Inhil.(Annaufal, 2023) 

d. Malnfa lalt Nalsi Uduk Inhil 

Ba lnya lk ma lnfa la lt ya lng dira lsa lka ln wa lrga lpalda l sa la lt mengurus 

a ldministralsi kependudukaln seja lk Disdukca lpil mengulirkaln la lya lna ln ini 

ha ll ini pun mendalpa ltkaln a lpresialsi da lri Bupa lti Indra lgiri Hilir da ln 

Dirjen Dukcalpil Kemendalgri ka lrena l dialngga lpsema lkin pralktis denga ln 

mengguna lka ln sistem digita ll.  

Di sisi lalin, kolalboralsi a lntalra l desal da ln Disdukca lpil Ka lbupalten 

Indra lgiri Hilir telalh meningka ltkaln mina lt wa lrga l da lla lm mengurus 

a ldministralsi kependudukaln. Wa lrga l tidalk perlu lalgi da ltalng la lngsung 

ke kalntor Disdukcalpil di Tembilalha ln, cukup dengaln mengunduh 

a lplikalsi alta lu mengunjungi ka lntor desa l. Inova lsi ini sa lnga lt disa lmbut 

ba lik oleh penduduk Ka lbupalten Indra lgiri Hilir, terbukti denga ln 

a lntusialsme malsya lra lka lt. Setelalh berjalla ln beberalpal bulaln, sistem 
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pelalya lna ln ya lng diberikaln oleh Disdukcalpil Ka lbupa lten Indralgiri Hilir 

terbukti mendalpalt respons positif da lri malsya lra lka lt kalrena lallur 

pelalya lna lnnya l ya lng sa lnga lt mudalh, berbedal denga ln pelalya lna ln 

sebelumnya l ya lng rumit da ln lalmbalt. 

Denga ln ha ldirnya l inova lsi pelalya lna ln na lsi uduk inhil ini 

mempermudalh malsya lra lka lt da ln juga lalktivitals pega lwa li ya lng bera ldal di 

ka lntor dinals denga ln ka ltal la lin Disdukcalpil Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir 

denga ln malnfa lalt guna l mempermudalh urusa ln malsya lra lka ltnya l seperti 

ya lng diha lra lpkaln berikut ini: (Febriansyah, 2022) 

1. Pelalya lna ln Dokumen Kependudukaln menjaldi lebih dekalt denga ln 

Wa lrga l Desa l 

2. Wa lrga l ta lk perlu mengelualrkaln ongkos tra lnsportalsi la lgi  

3. Ma lsya lra lka lt lebih mudalh memperoleh Dokumen Kependuduka ln 

e. Prinsip Progralm Nalsi Uduk Inhil 

1. Keterbuka la ln (tralnspalrency) 

Pa lda l Web progra lm Na lsi Uduk Inhil ini pemerintalh memberikaln 

keterbukalaln informalsi balgi ma lsya lra lka lt umum alga lr muda lh 

menga lkses progra lm lalya lna ln ya lng diberikaln talnpa lalda lnya l 

diskriminalsi. 

2. Alkunta lbilitals (A lccountalbility) 

Alkunta lbilitals memiliki 4 stalndalr ukura ln ya lng di a lntalra lnya la lda llalh 

memiliki dalsa lr pelalpora ln ya lng jelals, siga lp, a lkura lt daln tidalk 

menimbulkaln kerugialn. Pa lda l progra lm Na lsi Uduk Inhil ini pihalk 
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a ldminduk sudalh melalksa lna lka ln pelalya lna ln ya lng sesua li dnega ln 

SOPNa lsi Uduk Inhil. Sehingga l tidalka ln da ln keputussaln pemerintalh 

da lpalt dipertalnggungja lwa lbka ln denga ln ba lik, terukur daln juga l 

tralnspa lra ln. 

3. Pa lrtisipalsi 

Pa lrtisipalsi malsya lra lka lt Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir sa lnga lt diperlukaln 

untuk meningkaltkaln kinerjal web ini. Semalkin ba lnya lk malsya lra lka lt 

ya lng menegta lhui progra lm ini semalkin cepalt e-government 

diteralpkaln da llalm pelalya lna ln di disduk calpil. 

4. Efektif daln efisien 

E-government halrus meningka ltkaln efisiensi daln efektivitals 

penyelengga lra laln la lya lna ln publik denga ln memalnfala ltkaln teknologi 

informalsi daln komunikalsi. Pa ldal Web Na lsi Uduk Inhil ini sudalh 

efisien alka ln tetalpi malsih kuralng efektif kalrena lalda lnya l berbalga li 

kendalla l dalri web ini. 

5. Kea lma lna ln 

Perlindunga ln terhalda lp dalta l pribaldi malsya lralka lt halrus diutalmalka ln, 

da ln sistem e-government halrus a lma ln da lri alncalmaln kea lmalna ln 

cyber. Palda l progra lm Na lsi Uduk Inhil ini pihalk disduk ca lpil 

memalstikaln dalta l ya lng diisi suda lh terlindungi kealmalna lnnya l 

sehingga l ma lsya lra lka lt tidalk perlu kha lwa ltir alkaln terjaldinya l 

kebocoraln da ltal diri. 
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D. Falktor-Fa lktor Pendukung Implementalsi E-Government Paldal 

Progralm Nalsi Uduk INHIL 

a. Kebija lkaln/regulalsi 

Pera lturaln merupalka ln da lsa lr hukum ba lgi pa lra l pega lwa li 

pemerintalh dalla lm ralngka l menjallalnka ln tuga ls-tuga ls pemerintalha ln. 

Ma lka l, perkalra l ya lng sa lnga lt penting untuk memalyungi implementalsi e-

government dengaln peraltura ln ya lng jelals da ln sesuali denga ln teknologi 

ya lng berkembalng. J. Ra lmo´n Gil-Ga lrcı´a l da ln TheresalAl. Pa lrdo da llalm 

(Sirat)menyebutka ln balhwa l terdalpalt dual ha ll terkalit alspek lega ll dalri 

sebua lh e-gov ya litu pertalma l merekal menyebut ba lhwa l pera lturaln ya lng 

ketalt ya lng dibua lt sebelum altalu a ltals ketida lktalhua ln altals teknologi ya lng 

releva ln denga ln e-govalka ln mempengalruhi keberhalsilaln progra lm da ln 

ya lng kedua l ba lhwa l mengembalngka ln kebijalka ln da ln stalnda lr teknologi 

informalsi pemerintalh ya lng sesua li da lpa lt memberikaln kera lngka l ya lng 

memaldali untuk inisialtif e-government untuk menjaldi sukses. 

Dukunga ln kebijalka ln ya lng kua lt, Kebija lka ln ya lng mendukung a ldopsi 

teknologi informalsi da llalm pemerintalhaln, termalsuk regula lsi ya lng 

mempromosikaln kea lmalnaln, priva lsi, da ln tra lnspa lralnsi. 

b. Penda lnalaln 

Keua lnga ln da ln sumber da lya l ma lnusia l dibutuhkaln untuk 

pengemba lnga ln e-government. Pembalnguna ln da ln peralwa ltaln e-

government membutuhkaln ba lik modall fisik da ln sosia ll sertal juga l 

cukup dalna l ya lng tersedial. Keua lnga ln alda llalh fa lktor penentu 

keberhalsilaln untuk memulali membalngun progra lm na lsi uduk inhil 
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lebih jaluh la lgi, da lna l juga l sa lnga lt dibutuhka ln untuk kelalnjutaln da lri 

implementalsi e-government palda l proses penyelengga lra la ln da ln 

pelalya lna ln progra lm na lsi uduk inhil ini. 

c. Salralnal Daln Pralsalralnal 

Sa lra lnal da ln pralsa lra lna l ya lng mempenga lruhi keberhalsilaln 

Implementalsi e-government Palda l Progra lm Na lsi Uduk Inhil di 

Disdukca lpil meliputi infralstruktur teknologi informa lsi ya lng ha lnda ll, 

a lkses internet ya lng lua ls, da ln kea lma lna ln da ltal ya lng ba lik untuk 

menciptalka ln lingkunga ln ya lng kondusif ba lgi pelalksa lna la ln e-

government ya lng efektif. Palda limplementalda li e-government palda l 

progra lm na lsi uduk ini sa lra lna l da ln pra lsa lralna l sa lnga lt mempenga lruhi 

sua ltu keberhalsilaln dalri web ini seperti:  

1. Alkses Internet ya lng lua ls da ln stalbil: Untuk memalstika ln pengguna l 

da lpalt menga lkses lalya lna ln e-government pa ldal progra lm Na lsi Uduk 

Inhil ini secalra l konsisten daln talnpa l halmba ltaln. 

2. Kea lma lna ln Informa lsi: Sistem kealma lna ln ya lng kua lt untuk 

melindungi daltal sensitif pengguna l da ln mencega lh seralnga ln siber. 

3. Infra lstruktur Teknologi ya lng Mema lda li: Termalsuk server, 

peralngka lt kerals, da ln peralngka lt lunalk ya lng da lpa lt menalnga lni 

volume pengguna l ya lng besa lr sertal menyedia lka ln kinerjal ya lng 

cepalt daln a lndall. 
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4. Ketersedia laln La lya lna ln Mobile: Menyedialka ln a lplikalsi mobile-

friendly untuk memungkinka ln alkses ya lng muda lh dalri peralngka lt 

seluler. 

5. Pelaltihaln da ln Litera lsi Digita ll: Mema lstikaln ba lhwa l sta lf pemerintalh 

da ln malsya lra lka lt umum memiliki pengeta lhualn da ln keteralmpilaln 

ya lng cukup untuk mengguna lka ln la lya lna ln e-government dengaln 

efektif. 

d. Sumber Da lya l Ma lnusia l 

Ketersedia laln sumber dalya l ma lnusial ya lng teralmpil dallalm 

teknologi informalsi da ln komunikalsi (TIK) merupa lka ln falktor kunci 

da llalm keberhalsila ln utuk menjallalnka ln implementalsi e-government 

pa ldal progra lm Na lsi Uduk Indil di Disdukcalpil. Dibutuhkaln personel 

ya lng ma lmpu mengelolal sistem informalsi ya lng kompleks da ln web 

Na lsi Uduk ini, ma lmpu mengemba lngka ln plaltform e-government ya lng 

berupal Progra lm Na lsi Uduk Inhil ini alga lr pa lda l sa la lt 

pengimplementalsia lnnya l tidalk bingung da ln sa llalh, sertal memberikaln 

dukunga ln teknis kepa lda l pengguna l. Ta lnpa l keha ldiraln tenalga l kerja l ya lng 

teralmpil dallalm bida lng TIK, upa lya limplementalsi e-government dalpalt 

menga llalmi halmba ltaln ya lng signifika ln. 

E. Palndalnga ln Islalm Mengenali ImplementalsiE-Government 

Q.S Alz-Zuma lr a lya lt 9: 

هْ ھوَُ قَاوِتٌ آوَاءَ انهَّیْمِ سَاجِداً وَقَائِمًا یحَْرزَُ الآخِسَةَ وَیَسْجُو زَحْ مَتَ   أمََّ

 زَبِّھِ قمُْ ھَمْ یسَْتوَِي انَّرِیهَ یَعْهَمُونَ وَانَّرِیهَ لا یَعْهَمُونَ إِوَّمَا یَترَكََّسُ 
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ابَبْالأل وُولُأ  ِِ  

A lrtinyal: (A lpalkalh kalmu hali oralng musyrik yalng lebih beruntung) 

altalukalh oralng yalng beribaldalh di walktu-walktu mallalm dengaln sujud daln 

berdiri, sedalng ial talkut kepaldal (aldzalb) alkhiralt daln menghalralpkaln 

ralhmalt tuhalnnyal? Kalta lkalnlalh: “A ldalkalh salmal oralng-oralng yalng 

mengetalhui dengaln oralng-oralng yalng tidalk mengetalhui?” 

Sesungguhnyal oralng yalng beralkalllalh yalng dalpalt menerimal pelaljalraln. 

Sika lp terhalda lp perkembalnga ln ilmu pengeta lhua ln da ln teknologi 

Ba lra lt: Muslim da lpa lt menga lmbil sikalp progresif denga ln menga ldopsi, 

menyesua lika ln, da ln mengembalngka ln teknologi tersebut untuk 

meningka ltkaln kehidupaln merekal daln ma lsya lra lka lt, talnpal meningga llka ln 

prinsip-prinsip a lga lmal Isla lm. Muslim juga l perlu mempertalha lnkaln da ln 

mengembalngka ln tra ldisi Isla lm sebalga li ba lgia ln penting da lri identitals da ln 

kehidupaln merekal, na lmun dengaln memperha ltikaln balhwa l traldisi ini tetalp 

releva ln daln bisa l diinterpretalsika ln da llalm konteks modern. 

Q.S. All-Isra l (17): 35 

نِكَ  ٱنۡمُسۡتقَِیمِ  بِٱنۡقِسۡطَاسِ  وَشِووُاْ  كِهۡتمُۡ  إِذاَ ٱنۡكَیۡمَ  وَأوَۡفوُاْ   خَیۡسٌ  ذََٰ

َِ  وَأحَۡسَهُ   تأَۡوِیمًّ

A lrtinyal: "Sempurnalkalnlalh talkalraln alpalbilal kalmu menalkalr daln 

timbalnglalh dengaln timbalngaln yalng bena lr. Itulalh yalng palling balik daln 

palling balgus alkibaltnyal." 

Ma lkna lnya l: Da lla lm lingkup a ldministralsi nega lra l pa lsti memerlukaln 

sua ltu kesaltualn hukum ya lng mengika lt. Dimalna l hukum tersebut menjaldi 

pengenda lli kerjal pemerintalh da llalm menjalla lnkaln tuga lsnya l a lga lr tetalp 

sesua li denga ln lalju hukum alta lu konstitusi itu sendiri. dalla lm alya lt ini 

memberikaln pedomaln ya lng ba lik alga lr pemerintalh berlalku aldil daln paltuh 

terhalda lp hukum ya lng dibentuk. Terkhusus hukum aldministralsi nega lral 
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ya lng menga ltur nega lra l da llalm kea ldala ln bergera lk, ka lrena ldidallalmnya l 

terdalpa lt kebijalkaln pemerintalh berupa lalktivita ls, otoritals hubunga ln nega lra l 

denga ln wa lrga l nega lra l, implementalsi kebija lkaln.(Studies, 2022) 

F. Penelitialn Terdalhulu 

Talbel 2.1:  

Penelitialn Terda lhulu 

 

NO Nalmal Peneliti Judul Penelitialn Halsil Penelitialn Perbedalaln Persalmalaln 

1 M. Shola lhuddin 

All-Alyyubi 

(2021) 

Implementalsi E-

Government 

untuk 

Pengelola laln 

Da ltalAldministraltif 

pa ldal Desa l Ba lnja lr 

Negeri, La lmpung 

Selalta ln 

Proses permohona ln 

sura lt ya lng 

dilalkuka ln 

malsya lra lka lt ha lrus 

da ltalng ke ka lntor 

denga ln 

memberikaln berkals 

sa lya lra lt 

permohonaln da ln 

malskud 

permohonaln, 

kemudialn alka ln di 

setujui oleh petugals 

da ln dibualtkaln sura lt 

sertal diva llida lsi oleh 

kepalla l desal. 

Informa lsi da ltal 

penduduk daln 

permohonaln 

dilalkuka ln 

mengguna lka ln 

a lplikalsi 

sprea ldsheet sebalga li 

rekalpitulalsi 

da ltalpenduduk daln 

a lplikalsi word 

processing untuk 

mencetalk lalpora ln, 

medial tersebut 

1. Lokus 

ya lng menjaldi 

tempalt 

penelitialn 

2. Talhun 

Penelitialn/ 

Periode 

a lmaltaln 

3. Objek 

Penelitialn 

1. Pa lda l teori 

implementalsi e-

governmentya lng 

diguna lka ln 

2. Alna llisa la ltalu 

metode ya lng 

diguna lka ln sa lmal 

ya luitu 

mengguna lka ln 

Alna llisa l 

Kua llita ltif 
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da llalm jalngka l 

wa lktu semalkin 

kedepaln diralsa l 

kura lng fleksibel 

seperti pencalrialn 

da ltal penduduk 

ketikal terdalpalt 

perubalha ln da ltal 

identitals da ln 

informalsi 

kependudukaln 

ya lng tida lk dalpa lt 

dialkses seca lral 

online. Ha lsil dalri 

pengujia ln terhaldalp 

usa lbility telalh 

diperoleh nilali 92% 

sehingga l da lpa lt 

disimpulkaln sistem 

sa lnga lt disetujui 

oleh pengguna l. 

Pengujia ln 

fungsiona ll 

suitalbility 

mengha lsilkaln nilali 

sebersa lr 95,33% 

denga ln kesimpulaln 

diterimal secalra l 

kelalya lka ln fungsi 

oleh pengguna l 

2 Ha lura lAlttha lha lralz 

(2018) 

Inova lsi 

Pelalya lna ln Publik 

Berba lsis E-

Government : 

Studi Ka lsus 

Alplika lsi Oga ln 

Lopia ln Dinals 

Komunika lsi Da ln 

Penelitialn ini 

menga lna llisis 

ba lga lia lmalnal 

kua llitals pela lya lna ln 

publik lewalt 

a lplikalsi Oga ln 

Lopia ln da ln 

sejaluhma lnala lplikalsi 

tersebut sudalh 

memiliki elemen-

1. Loka lsi 

penelitialn 

2. Ta lhun 

penelitialn 

3.  penelitialn 

ini membalhals 

tentalng 

inova lsi ya lng 

1. Pa lda l 

penelitialn ini 

mengguna lka ln 

teori e-

government 

untuk 

mengetalhui 

sejaluh malna l 



43 

 

 

Informa ltikal Di 

Ka lbupa lten 

Purwa lka lrtal 

elemen penting 

da llalm peneralpa ln e-

goverment di 

Pemdal Purwa lka lrta l. 

Dimalna l di Eral 

digita llisalsi ya lng 

seda lng 

berkembembalng 

pesa lt dallalm bidalng 

Tekonologi, 

Informa lsi da ln 

Komunika lsi di 

dunial sa la lt ini 

berdalmpa lk palda l 

penyelengga lra laln 

pemerintalha ln 

berbalsis internet 

a ltalu electric 

government di 

tingka lt pusa lt 

hingga l tingka lt 

pemerintalha ln 

da leralh. Alplika lsi 

Oga ln lopia ln 

merupalka ln alplikalsi 

ya lng dikelualrka ln 

oleh Diskominfo 

Pemdal Purwa lka lrta l 

ya lng seja ltinya l 

menginginka ln 

kemudalha ln alkses 

pelalya lna ln ba lgi 

malsya lra lka lt 

setempalt di bidalng 

kesehalta ln, 

kealma lnaln, lalpora ln 

penga ldua ln 

malsya lra lka lt hingga l 

pencalrialn 

lowonga ln 

malna l 

mengguna lka ln 

teori inova lsi 

seba lga li 

lalnda lsa ln 

da lsa lr palda l 

penelitialn 

peneralpa ln e-

government. 

2. Alna llisa la ltalu 

metode ya lng 

diguna lka ln sa lmal 

ya litu 

mengguna lka ln 

Alna llisa l 

Kua llita ltif 
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pekerjalaln. 

3 Fenti Priha ltini 

Tui 

(2022) 

Inova lsi 

Pelalya lna ln Publik 

Melallui E-

Government Di 

Dina ls 

Kependuduka ln 

Da ln Ca ltaltaln Sipil 

Kota l Goronta llo 

Ha lsil penelitialn 

menunjukaln balhwa l 

inova lsi pelalya lna ln 

dokumen 

kependudukaln 

melallui e-

governement di 

Dina ls 

Kependuduka ln da ln 

Ca ltaltaln Sipil Kota l 

Goronta llo berupa l 

pelalya lna ln 

a ldministralsi 

kependudukaln 

terintegra lsi da ln 

pelalya lna ln da lring 

telalh dilalksa lnalka ln 

na lmun belum 

optimall. Ha ll ini 

disebalbka ln 

kura lngnya l 

pemalha lmaln daln 

kesa ldalra ln 

malsya lra lka lt da llalm 

mengguna lka ln 

a lplikalsi pelalya lna ln 

berbalsis elektronik. 

  1. Talhun 

penelitialn/ 

Periode 

penelitialn 

2. penelitialn 

ini membalha ls 

tentalng 

inova lsi ya lng 

malna l 

mengguna lka ln 

teori inovalsi 

seba lga li 

lalnda lsa ln 

da lsa lr palda l 

penelitialn 

1. Teori E- 

government 

ya lng 

diguna lka lnn 

untuk 

penelitialn. 

2. Metode ya lng 

diguna lka ln ya litu 

a lnallisis 

kua llitaltif 

3. Objek 

Penelitialn 

4 Puji Alyu 

Lesta lri(2021) 

 

Inova lsi 

Pelalya lna ln Publik 

Berba lsis Digita ll 

(E-Government) 

Di Eral Pa lndemi 

Covid-19 

pengguna la ln e-

government malsih 

membutuhkaln 

pemalntalpa ln sertal 

pemaltalnga ln da lla lm 

ha ll kuallitals 

pelalya lna ln da llalm 

ha ll efisiensi 

(efficiency), 

kepercalya la ln (trust), 

relialbilitals 

(relialbility), daln 

1. Loka lsi 

penelitialn 

2. Ta lhun 

penelitialn/ 

Periode 

Penelitialn 

3. Objek 

Penelitialn 

1. Teori E- 

government 

ya lng 

diguna lka lnn 

untuk 

penelitialn. 

2. Metode ya lng 

diguna lka ln ya litu 

a lnallisis 
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dukunga ln 

malsya lra lka lt (citizen 

support). Implika lsi 

da lri penelitialn ini 

da lpalt diguna lka ln 

seba lga li ba lhaln 

pertimbalnga ln da ln 

malsuka ln ba lgi 

pemerintalh untuk 

meningka ltkaln 

kua llitals da ln inova lsi 

pelalya lna ln public 

berbalsis digita ll. 

Alda lpun 

rekomendalsi palda l 

penelitialn ini ya lkni 

diperlukaln 

perbalika ln palda l 

server a lplikalsi 

malupun website 

pemerintalh, 

melalkukaln 

sosia llisalsi seca lral 

berkelalnjutaln daln 

memerlukaln 

kesialpa ln SDM 

ya lng solid da ln 

berpenga llalmaln 

khususnya l dibida lng 

teknologi. 

kua llitaltif 

 

5 Lia l Mulia lwa lty 

(2020) 

Pera ln E-

Government 

da llalm Pelalya lna ln 

Publik (Studi 

Ka lsus: Ma ll 

Pelalya lna ln Publik 

Ka lbupa lten 

Sumedalng) 

Ha lsil penelitialn ini 

menunjukkaln 

ba lhwa lalda l dual ha ll 

ya lng ha lrus 

diperhaltikaln oleh 

pemerintalh sa lalt 

meneralpkaln e-

government 

system, ya litu: 

Kebutuha ln 

1. Loka lsi 

penelitialn 

2. Talhun 

penelitialn/ 

Periode 

Penelitialn 

3. Objek 

Penelitialn 

1. Teori E- 

government 

ya lng 

diguna lka lnn 

untuk 

penelitialn. 

2. Metode ya lng 

diguna lka ln ya litu 
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malsya lra lka lt 

menjaldi prioritals 

utalma l dalla lm 

pelalya lna ln 

pemerintalh. 

Pemerintalh 

seyogya lnya l tida lk 

lalgi memposisika ln 

seba lga li pihalk ya lng 

dominaln, tetalpi 

mempertimbalngka ln 

posisinya l seba lga li 

penyedia l lalya lna ln 

ba lgi ma lsya lra lka lt 

da ln Ketersediala ln 

sumber dalya l, ba lik 

da lri sisi walrga l 

nega lra l malupun 

pihalk pemerintalh. 

Sumber dalya l 

dimalkna li sebalga li 

sumber dalya l 

malnusia l ya lng 

teralmpil daln 

ketersediala ln 

sumber dalya l 

teknologi ya lng 

meraltal. Keha ldiraln 

MPP di Sumeda lng 

dihalra lpka ln dalpa lt 

mendorong 

ka lbupalten ini 

melalkukaln inova lsi 

da llalm pelalya lna ln 

publik. Selalin itu, 

pembentukaln MPP 

juga l sesua li denga ln 

misi bupalti 

Sumedalng, ya lkni 

menaltal 

a lnallisis 

kua llitaltif 
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pemerintalha ln ya lng 

responsif. Sa la lt ini, 

MPP Ka lbupa lten 

Sumedalng 

melalya lni 361 jenis 

lalya lna ln publik 

berupal perizinaln 

da ln non perizinaln. 

Sebelum aldalnya l 

MPP, ma lsya lra lka lt 

lebih mengena ll 

pelalya lna ln publik di 

Pelalya lna ln Terpaldu 

Sa ltu Alta lp (PTSAl) 

da ln Pelalya lna ln 

Terpaldu Sa ltu Pintu 

(PTSP). Ma ll 

Pelalya lna ln Publik 

da lpalt dikalta lkaln 

seba lga li 

peningka ltaln 

kua llitals da lri dua l 

lalya lna ln terpaldu 

tersebut. 

 

G. Definisi Konsep 

1. Implementalsi: Ripley da ln Fra lnklin dallalm (Kasmad, 2018), 

berpendalpa lt balhwa l implementalsi a ldallalh a lpal ya lng terjaldi setelalh 

unda lng-unda lng ditetalpka ln ya lng memberikaln otoritals progra lm, 

kebijalkaln, keuntunga ln(benefit), alta lu sua ltu jenis kelualra ln ya lng nya lta l 

(talngible output).  

2. E-Government: Budi Ria lnto dkk (2012:36) da lla lm (Muslim, 2022) 

Menyimpulka ln ba lhwa le-government merupalka ln bentuk alplikalsi 
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pelalksa lna laln tuga ls da ln ta lta l la lksa lnal pemerintalha ln mengguna lka ln 

teknologi temaltik alta lu teknologi informalsi. 

3. Progralm: Menurut(Kadir, 2020)  Progra lm a ldalla lh Kumpula ln Intruksi 

ya lng diguna lka ln untuk menga ltur Komputer Alga lr melalkukaln sesua ltu 

tindalka ln tertentu.  

4. Nalsi Uduk Inhil: Sua ltu terobosaln ya lng dikelualrka ln oleh Dinals 

Kependuduka ln da ln Penca ltalta ln Sipil Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir. Progra lm 

sederhalna l seka lli urus dinals kependuduka ln daln pencalta ltaln sipil 

Indra lgiri hilir merupalka ln progra lm sederhalna l ya lng memudalhka ln 

malsya lra lka lt desa l/ keluralhaln untuk mengurus sega lla l jenis dokumen 

kependudukaln sehingga l ma lsya lra lka lt desa l/ kelura lhaln tida lk perlu 

mengelualrka ln ba lnya lk bia lya l da ln ja luh-ja luh ha lnya l untuk da lta lng ke 

Disdukca lpil. 

H. Konsep Operasional 

Talbel 2.2:  

Konsep Operasional 

 

Valrialbel Indikaltor Sub Indikaltor 

Implementalsi E-

Government 

Pa lda l Progra lm 

Na lsi Uduk Inhil 

(Permendalgri 

No 7 Ta lhun 

2019) 

1. Fa lktor Hukum a. Alda lnya l penya lmpa lialn kebijalka ln dalri 

pemerintalh 

b. Alda lnya l pera lturaln tertulis mengenali 

progra lm ya lng dibua lt 

c. a ldalnya l sta lnda lrisa lsi teknis di bidalng 

sistem informalsi, teknologi 

informalsi, da ln sistem komunikalsi 

da ltal 

2. Penega lk Hukum a. Kinerja l da llalm memberikaln 

pelalya lna ln 

b. Kema lmpua ln pega lwa li dallalm 
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memalnfala ltkaln teknologi daln 

informalsi 

3. Sa lra lna la ltalu 

Fa lsilita ls 

Pendukung 

a. Pera llaltaln ya lng memalda li 

- Pera lngka lt Kera ls da ln pera lngka lt 

lunalk 

b. Sumber dalya l ma lnusia l 

- Tingka lt Pendidikaln 

- Tingka lt pemalhalmaln terhalda lp 

tujualn da ln sa lsa lraln detil progralm 

c. Ketersedia laln Da lna l 

- keualnga ln ya lng cukup 

4. Ma lsya lra lka lt a. malsya lra lka lt bisa l menga lkses 

a lplikalsi/website ya lng disedia lkaln 

pemerintalh. Pembentukaln ja lringa ln 

informalsi da ln tralnsa lksi pelalya lna ln 

publik ya lng memiliki kuallitals da ln 

da lpalt terjalngka lu pa ldal setialp sa la lt 

tidalk dibalta lsi oleh sekalt walktu daln 

denga ln bia lya l ya lng terjalngka lu oleh 

malsya lra lka lt. 

b. Mina lt malsya lra lka lt mengenali 

progra lm ya lng telalh dibua lt 

pemerintalh 

 5. Buda lya l a. Keperca lya la ln malsya lra lka lt terhalda lp 

progra lm ya lng telalh diberikaln 

pemerintalh 

b. Nilali-nila li ya lng menda lsa lri hukum 

ya lng berla lku 

Sumber: Permendalgri No 7 Talhun 2019 Tentalng Pelalyalnaln A ldministralsi 

Kependudukaln Secalral Dalring 
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I. Keralngka l Berpikir 

Galmbalr 2. 2: 

keralngkal berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ola lha ln Peneliti 

 

Peraturan Mentri Dalam Negri No. 7 Tahun 2019 Tentang 

Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring 

Implementasi E- Government Pada Program NASI UDUK 

INHIL di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

(Disduk Capil) Kabupaten Indragiri Hilir 

Faktor 

hukum 

Hukum 

pendukung 

Sarana dan 

fasilitas 

pendukung 

Masyarakat  

Terciptanya Implementasi E-Government pada Program 

NASI UDUK INHIL di Disduk Capil Inhil untuk 

mewujudkan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik 

dan online yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan 

bebas biaya 

budaya  



51 

BAlB III 

METODE PENELITIAlN 

 

A. Jenis Penelitialn 

Penelitialn ini mengguna lka ln jenis penelitialn kuallitaltif. Penelitialn 

kua llitaltif alda llalh penelitialn ya lng lebih difokuska ln untuk mendeskripsikaln 

kealda la ln sifalt altalu halkika lt nilali sualtu objek altalu gejalla l tertentu. Metode 

penelitialn kuallitaltif muncul kalrenal terjaldi perubalhaln pa lraldigma l da llalm 

memalndalng sua ltu reallitals/fenomenal/geja lla l.  

Penelitialn kuallitaltif ini diguna lka ln untuk memberikaln ga lmba lra ln 

Implementalsi E- Government Pa ldal Progra lm Na lsi Uduk Inhildi Dina ls 

Kependuduka ln Da ln Penca ltaltaln Sipil (Disduk Ca lpil) Ka lbupa lten Indra lgiri 

Hilir. Alda lpun bentuk penelitialn ini alda llalh penelitialn Deskriftif Kua llitaltif 

ya litu jenis penelitialn ya lng mengga lmba lrka ln sualtu kealda laln a ltalu penelitialn 

ya lng dila lkukaln untuk mengeta lhui nilali va lrialble malndiri, balik sua ltu va lribel 

ya lng sa ltu denga ln va lrialble ya lng la lin. (Sugiyono, 2019) 

B. Lokalsi Da ln Walktu Penelitialn 

Untuk penulisaln ini peneliti menga lmbil loka lsi penelitialn pa ldalDina ls 

Kependuduka ln Da ln Penca ltaltaln Sipil (Disduk Ca lpil) Ka lbupa lten Indra lgiri 

Hilir. Alla lsa ln penulis melalkukaln penelitialn ini ya litu bermalksud untuk 

mengetalhui ba lga limalna lImplementalsi E- Government Pa ldal Progra lm Na lsi 

Uduk Inhil da ln fa lktor-fa lktor a lpa l sa lja l ya lng mengha lmba lt impelentalsi e-
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goverment palda l progra lm Nalsi Uduk Inhil ini. Sehingga l peneliti 

bisa lmengetalhui sejaluh malna l peneralpa ln e-governmentpalda l progra lm Na lsi 

Uduk Inhil ini dijallalnka ln, daln alpa lka lh suda lh sesua li denga ln SOP ya lng 

a ldal.Wa lktu peneliti melalkuka ln penelitialn pa ldal Jalnua lri 2024 sa lmpa li selesali. 

C. Jenis Daln Sumber Daltal 

Untuk memperoleh daltal sesua li denga ln prosedur penulisaln, malkal 

penulis mengalmbil daltal da lri berbalga li sumber ya lng mendukung 

pembalha lsa ln ini. Alda lpun dalta l ya lng diperluka ln alda llalh seba lga li berikut: 

1. Da ltal primer menurut Dewi Kurnia lsih (2020) a ldalla lh daltal ya lng 

berkalitaln la lngsung denga ln ma lsa lla lh penelitialn da ln dida lpa ltkaln seca lral 

lalngsung da lri informaln altalu responden untuk menjaldi balhaln alna llisis. 

Berka litaln denga ln Implementalsi E- Government Pa ldal Progra lm NAlSI 

UDUK INHIL di Dina ls Kependuduka ln Da ln Penca ltaltaln Sipil (Disduk 

Ca lpil) Ka lbupa lten Indralgiri Hilir 

2. Da ltal sekunder, ya lng diperoleh dalri literalture daln dokumen sertal daltal 

ya lng dialmbil dalri balha ln balcala ln lalinnya l seperti buku-buku, jurnall daln 

a lrtikel sertal internet ya lng berhubunga ln denga ln Implementalsi E- 

Government Palda l Progra lm Na lsi Uduk Inhil di Dinals Kependuduka ln 

Da ln Pencalta ltaln Sipil (Disduk Calpil) Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir. 

D. Informaln Penelitialn 

Pa lda l Progra lm NAlSI UDUK INHIL di Dina ls Kependuduka ln Daln 

Pencalta ltaln Sipil (Disduk Ca lpil) Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir, memerlukaln 

informalsi ya lng a lkura lt daln da lpalt dipercalya l, malka l ya lng dija ldika ln informaln 



53 

 

 

a ltalu na lra lsumber dallalm penelitialn ini a lda llalh informaln terpercalya l ya lng 

telalh mengetalhui daln pa lhalm mengena li permalsa lla lhaln ya lng a lka ln diteliti.  

Talbel 3.1: 

Informaln Penelitialn 

NO Subjek Penelitialn Jumlalh Informaln 

(Oralng) 

1 Kepa lla l Seksi Inova lsi Kependuduka ln Daln 

Pencalta ltaln Sipil Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir 

1 

2 Sta lff Seksi Inova lsi Kependuduka ln Da ln 

Pencalta ltaln Sipil Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir 

1 

3 Kepa lla l Seksi Aldminduk Kependudukaln 

Da ln Pencalta ltaln Sipil Ka lbupa lten Indra lgiri 

Hilir 

1 

4 Sta lff Seksi Aldminduk Kependudukaln 

Da ln Pencalta ltaln Sipil Ka lbupa lten Indra lgiri 

Hilir 

1 

5 Ma lsya lra lka lt 6 

Totall 10 

 

E. Teknik Pengumpulaln Daltal 

Da llalm proses pengumpulaln da ltal di la lpalnga ln peneliti mengguna lka ln 

beberalpa l teknik pengumpulaln da ltal tertentu, a lntalra l lalin: 

1. Observa lsi 

Melalkuka ln penga lmalta ln lalngsung di loka lsi penelitialn secalral berulalng 

terhalda lp sua ltu objek penga lmaltaln pa lda l tempalt ya lng sa lma la ltalupun 

berbedal. Observa lsi dilalkuka ln pa ldal penga lma ltaln lalngsung terhalda lp 

fokus penelitialn ya lng a lkaln dilalkuka ln oleh penulis Implementalsi E- 
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GovernmentPa ldal Progra lm Na lsi Uduk Inhildi Dinals Kependuduka ln 

Da ln Pencalta ltaln Sipil (Disduk Calpil) Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir 

2. Wa lwa lncalra l (Interview)  

Wa lwa lncalra l merupalka ln teknik ya lng dia lnda llkaln oleh Penelitialn 

kua llitaltif dalla lm pengumpulaln da ltal di lalpa lnga ln loka lsi penelitialn ketikal 

beralda l di lalpa lnga ln. Peneliti membualt ca ltaltaln, setelalh pula lng ke ruma lh 

a ltalu tempalt tingga ll ba lrulalh peneliti menyusun ca ltaltaln lalpa lnga ln. 

Ca ltaltaln itu berupal cora lt-coret seperlunya l ya lng betul-betul dipersingka lt, 

berisi kaltal-ka lta l kunci, fralsa l, pokok-pokok isi pembicalrala ln alta lu 

percalka lpaln ha lsil penga lmaltaln berupa l ga lmba lr, sketsa l, sosiogra lm, 

dialgra lm, da ln seba lga linya l.(Suparman, 2020) 

Pengguna la ln metode ini ditujukaln untuk mengga lli informalsi 

tentalng ba lga lima lnal Implementalsi E-Government Palda l Progra lm Na lsi 

Uduk Inhil di Dinals Kependuduka ln Da ln Pencaltaltaln Sipil (Disduk 

Ca lpil) Ka lbupalten Indra lgiri Hilir. Da llalm wa lwa lncalra l ini sebelumnya l 

membualt terlebih dalhulu susuna ln a ltalu beberalpa l pertalnya la ln-perta lnya la ln 

ya lng a lka ln di aljuka lnn kepaldal informaln a lga lr tida lk berbelit-belit dallalm 

memberikaln pertalnya la ln. 

3. Dokumentalsi 

Menurut Moleong da llalm (Nasser, 2021), ba lhwa l metode 

dokumentalsi alda llalh ca lral pengumpula ln informalsi a ltalu da ltal-da lta l 

melallui pengujialn a lrsip da ln dokumen-dokumen. Straltegi dokumentalsi 

juga l merupalkaln teknik pengumpulaln da ltal ya lng dia ljukaln kepaldal 
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subyek penelitialn. Metode pengumpulaln da ltal denga ln mengguna lka ln 

metode dokumentalsi ini dilalkuka ln untuk mendalpaltkaln da ltal tentalng 

kealda la ln lembalga l (obyek penelitialn) 

Dokumentalsi dilalkuka ln guna l menda lpa ltkaln da ltal sekunder denga ln 

calra l melalkukaln ka ljialn terhalda lp da ltal-da lta l dokumen resmi, balik visua ll 

malupun berupa l tulisaln ya lng berka litaln denga ln ma lsa llalh penelitialn 

berupal buku-buku, pa lsa ll-pa lsa ll sertal dokumen-dokumen lalin ya lng 

dialngga lp releva ln sertal menga lmbil ga lmbalr secalra l lalngsung di la lpa lnga ln. 

F. Teknik Alnallisis Daltal 

Teknik ya lng diguna lka ln da lla lm penelitialn ini alda llalh teknik alnallisis da ltal 

interalktif dalri Miles daln Huberma ln dalla lm (Saleh, 2017), ya litu:  

a. Pengumpula ln Da ltal 

Da ltal ya lng diperoleh dalri halsil walwa lncalra l, observa lsi daln 

dokumentalsi dicalta lt dallalm calta ltaln lalpa lnga ln ya lng terdiri dalri dual 

ba lgia ln ya litu deskriptif daln reflektif. Calta ltaln deskriptif alda llalh ca ltaltaln 

a llalmi, (caltaltaln tentalng a lpa l ya lng diliha lt, didengalr, disa lksika ln daln 

dialla lmi sendiri oleh peneliti talnpala ldalnya l penda lpalt da ln pena lfsiraln da lri 

peneliti terhalda lp fenomenal ya lng dia lla lmi. Calta ltaln reflektif aldallalh 

calta ltaln ya lng berisi kesaln, komentalr, penda lpalt, daln talfsira ln peneliti 

tentalng temua ln ya lng dijumpa li, da ln Penya ljialn Da lta l Reduksi Da lta l 

Kesimpula ln Pengumpula ln Da lta l merupalka ln ba lhaln rencalna l 

pengumpula ln dalta l untuk talhalp berikutnya l.  

b. Reduksi Da ltal 
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Pa lda l proses reduksi daltal, halnya l temualn daltala ltalu temualn ya lng 

berkenala ln denga ln permalsa lla lhaln penelitialn sa lja l ya lng direduksi. 

Seda lngka ln da ltal ya lng tida lk berkalitaln denga ln malsa lla lh penelitialn 

dibualng. Denga ln ka ltal la lin reduksi da ltal diguna lka ln untuk a lnallisis ya lng 

menaljalmka ln, menggolongka ln, menga lra lhka ln daln membualng ya lng tidalk 

penting, sertal mengorga lnisa lsika ln da ltal, sehingga l memuda lhkaln peneliti 

untuk menalrik kesimpulaln.  

c. Penya ljia ln Da ltal 

Penya ljia ln daltal da lpalt berupal bentuk tulisaln alta lu kalta l-ka ltal, ga lmba lr, 

gra lfik da ln ta lbel. Tujualn sa ljia ln da ltalalda llalh untuk mengga lbungka ln 

informalsi sehingga l da lpa lt mengga lmba lrkaln kea ldala ln ya lng terja ldi. Da llalm 

ha ll ini, alga lr peneliti tidalk kesulitaln da llalm pengua lsa laln informalsi balik 

secalra l keseluruhaln altalu ba lgia ln-ba lgia ln tertentu dalri halsil penelitialn, 

malka l peneliti halrus membualt nalra ltif, maltrik altalu gra lfik untuk 

memudalhkaln pengua lsa la ln informalsi a ltalu da ltal tersebut.  

d. Pena lrikaln Kesimpula ln 

Pena lrikaln kesimpulaln dilalkuka ln selalmal proses penelitialn 

berlalngsung seperti hallnya l proses reduksi daltal, setelalh da ltal terkumpul 

cukup memalda li malkal sela lnjutnya l dia lmbil kesimpulalnsementalral, da ln 

setelalh dalta l benalr-bena lr lengka lp malka l dialmbil kesimpulaln alkhir. 
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BAlB IV 

GAlMBAlRAlN UMUM 

 

A. Galmbalraln Umum Kalbupalten Indralgiri Hilir 

a. Sejalra lh Kalbupalten Indralgiri Hilir 

Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir dikenall denga ln negeri seribu pa lrit. 

Ka lbupa lten ini sa lnga lt dipenga lruhi oleh palsa lng surutnya la lir sunga li/pa lrit, 

dimalna l sa lralna l perhubunga ln ya lng domina ln untuk menjalngka lu da lera lh 

sa ltu denga ln daleralh lalinnya la ldalla lh melallui sunga li/pa lrit denga ln 

menguna lka ln kenderalaln speed boalt, pompong, da ln pera lhu. Dia lntalra l 

sunga li-sunga li ya lng uta lma l di daleralh ini a ldalla lh Sunga li Indra lgiri ya lng 

beralsa ll da lri da lri Da lnalu Singka lra lk (Suma lteral Ba lra lt) ya lng bermua lra l 

diselalt berhallal. 

Pembentukaln Pemerintalha ln Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir 

dikukuhkaln denga ln Unda lng-unda lng No.6 Talhun 1965 Lemba lra ln 

Nega lra l Republik Indonesia l Nomor 49 ta lngga ll 14 Juni 1965 denga ln 

ibukotalnya l Tembilalha ln. Pa lda l talhun 2005 Wila lya lh Aldministra lsi 

Pemerintalha ln da leralh ini terdiri dalri 20 Kecalmaltaln, 18 Kelura lha ln daln 

174 desa l.  

Pa lda l talhun 2011, jumlalh keluralha ln daln desal di Ka lbupa lten 

Indra lgiri Hilir menga llalmi penalmba lhaln ka lrenala ldalnya l pemeka lraln desa l 

ya litu menjaldi 203 desa l daln 33 kelura lhaln. Pena lmbalha ln jumlalh desa l 

da ln keluralha ln ini disebalbka ln kalrena lalda lnya l pemekalra ln sesuali denga ln 
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Pera lturaln Da leralh Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir Nomor 4, 5, daln 6 Ta lhun 

2011. Perda l Nomor 4 mengaltur mengena li perubalha ln sta ltus dalri desal 

menjaldi keluralha ln. Jumlalh desal ya lng beruba lh staltus sebalnya lk 4 desa l. 

Perda l Nomor 5 menga ltur tentalng pembentukaln keluralhaln ba lru 

ka lrenala ldalnya l pemekalra ln keluralha ln. Perda l Nomor 6 menga ltur tentalng 

pembentukaln desal ba lru kalrenala ldalnya l pemekalraln desal. Pa lda l talhun 

2014 terdalpa lt perubalhaln sta ltus kemballi da lri desal menjaldi keluralhaln. 

Jumlalh desa l berkuralng menja ldi 197 desal, 

Sejalk November 2018, Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir dipimpin oleh 

Drs. H. M. Wa lrda ln, MP sebalga li Bupa lti Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir daln 

Wa lkil Bupa lti a ldallalh H. Sya lmsudin Uti. Periode kepemimpinaln 2018 – 

2023. Pa ldala lkhir talhun 2023 terjaldi penga lngka lta ln PJ Bupa lti Hermaln 

ST MT. 

b. Letalk Geogralfis Indalgiri Hilir 

Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir merupalka ln balgialn da lri Provinsi Ria lu. 

Lua ls da lra ltaln Indra lgiri hilir mencalpali 13.136,14 km², ya lng memiliki 20 

kecalmaltaln, denga ln lua ls keca lmaltaln terbesa lr ya litu kecalmaltaln ga lung 

seluals 2. 182, 80 km², da ln lua ls kecalma lta ln terkecil ya litu tembilalha ln 

hulu seluals 127. 52 km². 
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Talbel 4.1 

Luals Daleralh Menurut Kecalmaltaln di Kalbupalten Indralgiri Hilir, 

2023 

 

 

Kecalmaltaln 

 

Ibukotal Kecalmaltaln 

Luals Dalraltaln 

Totall Alreal 

(km²/sq.km) 

Kerita lng Kota lba lru Reteh 898,53 

Kemuning Selensen 901,90 

Reteh Pula lu Kija lng 500,69 

Sunga li Ba lta lng Benteng 328,09 

Enok Enok 530,23 

Talna lh Mera lh Kua lla l Enok 470,57 

Kua lla l Indra lgiri Sa lpa lt 696,29 

Concong Concong Lua lr 266,71 

Tembilalha lnn Tembilalha ln Hilir 162,14 

Tembilalha ln Hulu Tembilalha ln Hulu 127,52 

Tempuling Sunga li Sa lla lk 553,47 

Kempa ls Ha lra lpa ln Talni 596,50 

Ba lta lng Tua lka l Sunga li Piring 421,23 

Ga lung Alna lk Serka l Teluk Pinalng 621,14 

Ga lung Kua lla l La lha lng 2.182,80 

Ma lnda lh Kha liria lh Ma lnda lh 857,14 

Ka ltema ln Talga lra lja l 563,16 

Pelalngira ln Pelalngira ln 1.351,26 

Teluk Belengkong Sa lka l Rotaln 575,26 

Pula lu Burung Pula lu Burung 531,49 

Indralgiri Hilir Tembilalha ln 13.136,14 

Sumber: Baldaln Perenca lnala ln Pembalngunaln Dalera lh / Regionall 

Development Pla lnning Algency 

 

Secalra la lstronomis, Ka lbupa lten Indra lgiri HIlir terletalk alnta lral 00 

36’ Linta lng Uta lra l da ln 10 07’ Linta lng Sela ltaln, da ln alntalra l 1040 

10’−1020 32’ Bujur Timur. Berdalsa lrkaln posisi geogra lfisnya l, 

Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir memiliki balta ls-ba ltals:  

• Uta lral - Ka lbupa lten Pelalla lwa ln;  

• Selalta ln - Ka lbupa lten Talnjung Jalbung Ba lra lt (Provinsi Jalmbi);  

• Ba lra lt - Ka lbupa lten Indra lgiri Hulu;  
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• Timur - Talnjung Ba lla li Ka lrimun (Provinsi Kepula lua ln Rialu). 

Berda lsa lrka ln letalk geogra lfisnya l, Ka lbupa lten Indralgiri Hilir 

beralda l di pesisir timur pulalu Suma lteral ya lng menja ldi gerba lng selalta ln 

Provinsi Ria lu da ln berbalta lsa ln lalngsung denga ln provinsi Jalmbi. 

c. Jumla lh Penduduk Ka lbupalten Indralgiri Hilir 

Talbel 4.2: 

Jumlalh penduduk kalbupalten Indralgiri hilir talhun 2023 

 

La lki-la lki Perempualn Totall 

356.807 Jiwal 336.764 Jiwal 695.571 Jiwal 

Sumber: dinals kependudukaln daln pencaltaltaln sipil kalbupalten 

Indralgiri hilir 

Berda lsa lrka ln da ltal ya lng diperoleh dalri Disduk Ca lpil Inhil jumlalh 

penduduk di kalbupa lten Indra lgiri hilir dilalkuka ln pendaltala ln sebalnya lk 2 

ka lli pertalhunnya l. Talha lp pertalma l disebut denga ln semester I ya lng 

dilalkuka ln paldala lkhir Juni daln talhalp kedua l disebut dengaln semester II 

ya lng dilalkuka ln palda l  alkhir bulaln Desember. Palda l semester II ta lhun 

2023 jumlalh penduduk di Ka lbupalten Indra lgiri Hilir seba lnya lk 695.571 

jiwal, denga ln tota ll ya lng terdiri dalri lalki-la lki sebalnya lk 356.807 jiwa l da ln 

Perempualn seba lnya lk 336.764 jiwal. 

B. Galmbalraln Umum Dinals Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil 

Kalbupalten Indralgiri Hilir 

a. Sejalra lh Berdirinyal Dinals Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil 

Kalbupalten Indralgiri Hilir 

Dina ls Kependuduka ln daln Pencaltaltaln Sipil Alwa llnya l Berna lmal 

BKKBN (Ba lda ln Koordina lsi Kelua lrga l Berenca lnal Na lsioa ll) Ya lng di 
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Pimpin Oleh Ba lpa lk Muhalmmald Isa l Sebalga li Ba lda ln Ya lng 

Memperhaltikaln Penduduk, paldal Talngga ll 05 Jalnualri 2005 Ba lda ln 

Koordina lsi Kelua lrga l Berenca lnal Na lsiona ll (BKKBN) Berga lbung 

Denga ln Ka lntor Ca ltaltaln Sipil daln Diberinalma l balda ln Kependuduka ln 

Ca ltaltaln Sipil daln Kelua lrga l Berenca lnal (BKCKB) ya lng di pimpin Oleh 

Ba lpa lk Drs. H. Fa luza lr, Pa lda l bulaln Alpril 2006 pimpinaln BKCKB di 

ga lntika ln Oleh H. Fa lchmida ls,SH. Alda lpun Tuga ls BKCKB seba lga li 

ka lntor pelalya lna ln ya litu Mela lya lni Pengurusa ln pembua ltaln Alkta l 

Kela lhira ln, Alkta l Perka lwina ln, Alkta l Kelalhiraln Cina l, Alkta l Perceralia ln, 

Alkta l Kema ltialn da ln Alkta l Pega lpdosia ln Alna lk serta l Melalkuka ln 

Pelalya lna ln motiva lsi Kelualrga l Berenca lnal. 

Pa lda l bulaln Algustus Ta lhun 2007 untuk pelalya lna ln a lktal kelalhiraln 

kepegurusa lnnya l ditetalpkaln di kalntor kepelalya lna ln terpaldu di gedung 

Business Ceter di jalla ln halngtua lh Tembilalha ln, Sehingga l BKCKB 

ha lnya l melalya lni Pengurusa ln Alkta l Kela lhiraln cinal, a lktal perkalwina ln, 

a lktal penga ldopsia ln alna lk, a lktal kemaltialn, ktp da ln kalrtu kelualrga l. 

Pa lda l Talngga ll 16 Jalnua lri 2009 BKCKB berga lnti nalmal Menjaldi 

Dina ls Kependuduka ln da ln Ca ltaltaln Sipil Ka lbupalten Indra lgiri Hilir ya lng 

di pimpin oleh Ba lpalk Drs. Da lrussa lla lm, MM, pa lda l ta lngga ll 01 ja lnua lri 

2011 terjaldi perubalhaln na lmal instalnsi menjaldi Dinals Kependuduka ln 

da ln Pencalta ltaln Sipil ka lb. Inhil ya lng di pimpin Oleh Malmpa lnini, SE, 

MT daln palda l Talngga ll 7 Malret 2014 terjaldi perubalha ln kepemimpinaln 

yg diga lntika ln oleh balpalk Drs. H. Alfriza ll, MP. Palda l talngga ll 20 Mei 



62 

 

 

2014 terjaldi perubalha ln kepemimpinaln la lgi yg di ga lntika ln oleh Ir. H. T. 

Eddy Efriza ll. 

Kepemimpinaln balpa lk Ir. H. T. Eddy Alfriza ll tidalk Berselalng 

lalma l di galntikaln oleh balpalk Muha lmmald Jhon Vermaln, sejalk sa lalt itu 

Dina ls Kependuduka ln da ln Pencaltalta ln Sipil Seluruh Indonesia l berstaltus 

dibalwa lh Kementrialn Dalla lm Negeri Republik Indonesia l Melallui Dirjen 

Aldminduk Kemenda lgri RI Sertal seluruh Alktivita ls Ba lik SDM Ma lupun 

Aldministra lsi juga l termalsuk diba lwalh Dirjen Aldminduk RI dija lkalrta l. 

Berda lsa lrka ln SK menteri dallalm Negeri Republik Indonesial 

Nomor: 821.227669 Ta lngga ll 5 September 2017 Terjaldi Perpindalhaln 

Kepemimpinaln dalri balpa lk Muha lmmald Jhon Vermaln di ga lntikaln Oleh 

Ba lpa lk Alhma ld ra lmalni, S.Pd. M.Pd. Kepemimpinaln Belia lu sejalk 

talngga ll 5 September 2017 salmpali 29 jalnua lri 2020. 

Pa lda l Talngga ll 29 Jalnua lri 2020 Terjaldi La lgi Peruba lha ln pimpinaln 

Berda lsa lrka ln Sk menteri Dalla lm Negeri Republik Indonesia l Nomor: 

821.22-134 ta lngga ll 29 ja lnua lri 2020 Tentalng Pemberhentialn daln 

Penga lngka lta ln dalri da ln da llalm Jalba ltaln Pimpinaln Tinggi Pra lta lmal Sela lku 

Kepela l dinals Kependuduka ln daln Pencalta lta ln Sipil Ka lbupalten Indra lgiri 

Hilir da lri alhma ld ralma lni, S.Pd. M.Pd ke Mizua lr Efedi, SH. Sa la lt ini 

berga lnti lalgi oleh Ba lpa lk Drs. H. Nursa ll. M. Si. 

 

 



63 

 

 

b. Visi Daln Misi Dinals Kependudukaln Daln Pencaltaltaln Sipil 

Kalbupalten Indralgiri Hilir 

a. Visi 

Terwujudnya l Tertib Aldministralsi Kependuduka ln Menuju Indra lgiri 

Hilir Berja lya l da ln gemilalng 

b. Misi 

Alga lr visi dina ls kependudukaln da ln pencalta ltaln sipil ka lbupalten 

Indra lgiri Hilir da lpalt terwujud malkal misi ya lng diba lngun a lda llalh: 

1. Menyelengga lra lka ln a ldministralsi kependuduka ln ya lng cepa lt, 

tepalt, daln a lkuralt dalla lm menunialng suksesnya l pemba lnguna ln 

da leralh. 

2. Mempersialpka ln berbalga li pera lngka lt lunalk da llalm 

penyelengga lra laln a ldministralsi kependuduka ln da ln pencaltalta ln 

sipil. 

3. Melalkuka ln verifikalsi, fa llidalsi, mendokumentalsi daltal da ln 

informalsi. 

4. Meningka ltka ln kemalmpualn sumber da lya la lpalra ltur da ln kua llitals 

governalnce di Ka lbupalten Indra lgiri Hilir. 

c. Tugals Pokok Dinals Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil 

Kalbupalten Indralgiri Hilir 

a. Kepa lla l Dina ls 

Ka lpa lla l Dina ls kependuduka ln da ln pencaltalta ln sipil mempunya li tuga ls 

melalksa lnalka ln urusa ln pemerintalh da leralh di bidalng kependuduka ln 

berdalsa lrka ln alta ls a lsa ls otonomi. Berikut ura lialn tuga ls kepa llal dinals: 
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1. Pengordina lsia ln da ln perumusa ln kebija lkaln teknis urusa ln 

pemerintalh bidalng Aldministralsi Kependuduka ln daln 

Pencalta ltaln Sipil lingkup bida lng Kesektalria ltaln, Pela lya lna ln 

Penda lftalra ln Penduduk, Pelalya lna ln Pencaltalta ln Sipil, 

Pengelola laln Informa lsi Aldministralsi Kependuduka ln, sertal 

pemalnfa laltaln Da lta l daln Inova lsi Pela lya lna ln. 

2.  Pemberialn dukunga ln alta ls pelalksa lnala ln urusa ln pemerintalh 

bidalng Aldministra lsi Aldministralsi Kependuduka ln daln 

Pencalta ltaln Sipil lingkup bida lng Kesektalria ltaln, Pela lya lna ln 

Penda lftalra ln Penduduk, Pelalya lna ln Pencaltalta ln Sipil, 

Pengelola laln Informa lsi Aldministralsi Kependuduka ln, sertal 

pemalnfa laltaln Da lta l daln Inova lsi Pela lya lna ln. 

3. Penyelengga lra la ln kebijalka ln teknis urusaln pemerintalh bidalng 

Aldministra lsi Kependuduka ln da ln Penca ltaltaln Sipil lingkup 

bidalng Kesekta lrintaln, Pela lya lna ln Penda lftalra ln Penduduk, 

Pelalya lna ln Pencalta ltaln Sipil, Pengelola laln Informa lsi 

Aldministra lsi Kependuduka ln, serta l pemalnfa la ltaln Da ltal da ln 

Inova lsi Pela lya lna ln. 

4. Pembinala ln, pengendallialn, penga lwa lsa l, monitoring daln eva llua lsi 

sertal pelalpora ln terhaldapl pelalksa lnala ln urusa ln pemerintalh 

bidalng Aldministra lsi Kependuduka ln da ln Pencalta ltaln Sipil 

lingkup bidalng Kesekta lria ltaln, Pelalya lna ln Penda lftalra ln 

Penduduk, Pela lya lna ln Penca ltaltaln Sipil, Pengelolala ln Informa lsi 
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Aldministra lsi Kependuduka ln, serta l pemalnfa la ltaln Da ltal da ln 

Inova lsi Pela lya lna ln. 

5. Penyelengga lra la ln tuga ls la linnya l ya lng diberikaln oleh Bupa lti 

sesua li denga ln bidalng tuga ls da ln fungsinya l. 

b. Sekretalris 

Sekretalris mempunya li tuga ls pokok melalksa lna lkaln seba lgia ln tuga ls 

Kepa lla l Dina ls kependudukaln daln pencalta ltaln sipill lingkup 

kesektalrialtaln, seda lngka ln ura lia ln tuga ls sekretalris a ldallalh: 

1. Koordina lsi penyusuna ln rencalna l progra lm, kegialta ln, daln 

a lngga lra ln penyelengga lra laln pemerinta lhaln di bida lng 

Aldministra lsi Kependuduka ln da ln Pencaltalta ln Sipil. 

2. Pembinala ln dukunga ln, pengelola laln da ln peyelengga lra la ln 

pelalya lna lna ln aldministralsi, koordina lsi, pembinala ln, 

pengenda llialn, monitoring da ln eva llualsi, sertal pelalporaln 

penyelengga lra laln keta ltalusa lhala ln, kepega lwa lia ln, keualnga ln, 

kerumalh talngga la ln, keperotokolaln, perlengka lpa ln, kealrsipa ln, 

dokumentalsi, kerjalsa lmal, daln kehumalsa ln. 

3. Pembinala ln daln penalta laln orga lnisa lsi da ln ta ltal la lksa lnal. 

4. Peyunusuna ln kebijalka ln teknis, progra lm, kegialtaln da ln 

a lngga lra ln Kesekta lrrialta ln. 

5. Koordina lsi penyelengga lra la ln tuga ls-tuga ls bidalng. 

6. Koordina lsi da ln penyelengga lra la ln pembina lal da ln pengendallialn 

a lpalra ltur. 



66 

 

 

7. Koordina lsi penyelengga lra la ln penga lwa lsa ln, pengenda llialn, 

monitoring da ln eva llualsi pelalksa lna la ln progra lm da ln kegia lta ln 

Dina ls. 

8. Penyelenga lra la ln pembinalaln, monitoring, eva llua lsi da ln 

pelalporna l kegialta ln Kesekta lrialta ln. 

9. Koordina lsi penyusuna ln pela lopra ln kinerjal Dina ls ya lng meliputi 

La lpora lna l Kinerja l Dina ls, La lpora ln Kinerja l Insta lnsi Pemerintalh 

(LKIP), LKPJ. LPPD, La lpora ln Pela lksa lnala ln Progra lm da ln 

Kegia lta ln Dinals. 

10. Mengeva llua lsi tindalk lalnjut ralpalt-ra lpa lt intern. 

11. Koordina lsi penyusuna ln tinda lk la lnjut La lpora ln Ha lsil 

Pemeriksala ln (LPH), da ln 

12. Keterla lksa lnala ln tuga ls lalin ya lng diberika ln oleh Kepa llal Dinals 

sesua li denga ln tuga ls da ln fungsinya l. 

c. Kepa lla l Bida lng Pela lya lna ln Pendalfta lraln Penduduk 

1. Penyusuna ln Perenca lnala ln pelalya lna ln penda lftalra ln penduduk 

2. Perumusa ln kebijalka ln teknis pendalftra ln penduduk 

3. Pelalksa lna la ln Pembinala ln da ln Koordinalsi pela lksa lnala ln 

pelalya lna ln pendalfta lraln penduduk 

4. Pelalksa lna la ln Pelalya lna ln pendalfta lraln penduduk 

5. Pelalksa lna la ln Penerbitaln dokumen pendalfta lraln penduduk 

6. Pelalksa lna la ln pendokumentalsia ln ha lsil pelalya lna ln penda lftalra ln 

penduduk 
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7. Pengenda llialn da ln eva llualsi pelalksa lna la ln penda lftalra ln penduduk 

8. Pelalksa lna la ln tuga ls la lin ya lng diberikaln oleh Kepa lla l Dina ls 

sesua li denga ln tuga ls da ln fungsinya l 

d. Tuga ls Kepa lla l Bida lng Pela lya lna ln Penca ltalta ln Sipil 

1. Penyusuna ln Perenca lnala ln Pelalya lna ln Penca ltaltaln Sipil 

2. Perumusa ln kebijalka ln teknis pencaltalta ln sipil 

3. Pelalksa lna la ln pembinalaln da ln koordina lsi pelalksa lna laln pela lya lna ln 

pencaltaltaln sipil 

4. Pelalksa lna la ln pelalya lna ln penca ltaltaln sipil 

5. Pelalksa lna la ln penerbitaln dokumen pencaltalta ln sipil 

6. Pelalksa lna la ln pedokumentalsialn ha lsil pelalya lnaln pencaltalta ln sipil 

7. Pengenda llialn da lm eva llualsi pelalksa lna laln pencaltaltaln sipi 

8. Pelalksa lna la ln tuga ls la lin ya lng diberikaln oleh Kepa lla l Dina ls 

sesua li denga ln tuga ls da ln fungsinya l. 
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d. Struktur Orgalnisalsi di Dinals Kependudukaln Daln Pencaltaltaln 

Sipil Kalbupalten Indralgiri Hilir 

Galmbalr 4.1 

 Struktur Orgalnisalsi di Dinals Kependudukaln Daln Pencalta ltaln Sipil 

Kalbupalten Indralgiri Hilir 
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e. Tingkalt Pendidikaln daln jumlalh pega lwali di dinals kependudukaln 

daln pencaltaltaln sipil kalbupalten Indra lgiri hilir 

Talbel 4.3 

Tingkalt Pendidikaln di dinals kependudukaln daln pencaltaltaln sipil 

kalbupalten Indra lgiri hilir 

No  Ka ltegori  Jumlalh  

 

 

 

1 

 

 

 

Jalba ltaln 

Esselon II 1 

Esselon III 5 

Esselon IV 20 

Sta lf PNS 10 

 

2 

 

pendidikaln 

Stra ltal tiga l - 

Stra ltal dua l 6 

Stra ltal sa ltu 14 

SLTAl 30 
Sumber: dinals kependudukaln daln pencalta lta ln sipil ka lbupalten Inhil, 2024 

Berda lsa lrka ln ta lbel dialtals berda lsa lrka ln ka ltegori terbalgi menja ldi 

jalba ltaln daln Pendidikaln pega lwa li di dinals kependudukaln daln 

pencaltaltaln sipil ka lbupalten Indra lgiri hilir. Berda lsa lrka ln jalba ltaln esslon II 

seba lnya lk 1 ora lng, esslon III seba lnya lk 5 ora lng, esslon IV seba lnya lk 20 

ora lng da ln sta lf PNS seba lnya lk 10 ora lng. Beralsa lrka ln tingka lt Pendidikaln, 

pega lwa li ya lng S1 seba lnya lk 6 ora lng, pega lwa li ya lng S2 seba lnya lk 14 

ora lng da ln SLTAl/ sedera ljalt seba lnya lk 30 ora lng. 
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BAlB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpula ln 

Berda lsa lrka ln halsil penelitialn tentalng Implementalsi e-government 

pa ldal progra lm Na lsi Uduk Inhil da lpa lt disimpulkaln ba lhwa l Implementalsi e-

govenrment paldal progra lm Na lsi Uduk di Dinals Kependuduka ln Da ln 

Pencalta ltaln Sipil Ka lbupa lten Indra lgiri Hilir belum optimall, seba lb malsih 

ba lnya lknya l kekura lnga ln da lla lm proses pengemba lnga lnnya l. Diliha lt dalri 

fa lktor hukum progra lm ini belum memiliki peraltura ln/kebijalka ln khusus 

tentalng penera lpa ln e-government palda l progra lm Na lsi Uduk Inhil ini. 

Penega lk hukum ya litu dalri Disdukcalpill Ka lbupa lten Indra lgiri hilir sa lnga lt 

memerlukaln SDM ya lng kinerja lnya l ba lgus ma lkal da lri itu diperlukaln 

pelaltihaln daln pembinala ln berkallal. Sa lralna l daln falsilitals pendukung malsih 

belum memaldali sehingga l sulit untuk mengimplementalsika ln e-government 

pa ldal progra lm ini. sertal budalya l pa lda l malsya lralka lt ya lng ma lsih malnuall malsih 

kentall sehingga l ha ll ini sa lnga lt berpenga lruh da lla lm implementalsi e-

government palda l progra lm ini. 

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Indragiri Hilir dalam implementasi e-governmnet pada program Nasi Uduk 

Inhil yaitu mengatsi permasalahan jaringan yang ada didesa/kelurahan 

dengan bekerjasama bersama desa/kelurahan. Dan mempermudah 

masyarakat yang jauh dari kota untuk mengurus data kependudukan, serta 

bagi permasalahan darurat yang menyangkut nyawa maka pengurusan bisa 

dipercepat. 
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B. Salraln 

Alda lpun sa lra ln da llalm Implementalsi E-Government Palda l Progra lm Na lsi 

Uduk Inhil Di Dina ls Kependuduka ln Da ln Pencaltalta ln Sipil Ka lbupalten 

Indra lgiri Hilira ldalla lh sebalga li berikut: 

1. Disdukca lpil Inhil halrus lebih sering melalkukaln sosia llisa lsi daln 

memalstikaln ba lhwa l seluruh Malsya lra lka lt mengetalhui progra lm Na lsi 

uduk Inhil ini. 

2. Untuk palra l pega lwa li diperlukaln pelaltihaln daln eva llua lsi rutin untuk 

meningka ltkaln kua llitals kinerjal 

3. Untuk pemerintalh dihalra lpkaln bisa l mendalna li peneralpa ln e-government 

pa ldal progra lm ya lng dibua lt oleh disdukcalpil Inhil ka lrena l ha ll ini 

bersifalt umum. 
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Lalmpiraln 1 

Palndualn Walwalncalral 

al. Falktor Hukum 

1. Alpa lka lh a lda l penya lmpa lialn kebijalkaln tentalng progra lm ini da lri pemerintalha ln? 

2. Alpa lka lh piha lk disduk ca lpil mencalntumkaln Kebijalka ln Pemerintalha ln da llalm 

website nalsi uduk inhil ini?” 

3. Alpa lka lh a lda l sta lndalrisa lsi teknisi dalri progra lm ini dibidalng sistem informalsi 

da ln TIK 

b. Penegalk Hukum 

1. Sia lpal sa lja l pihalk penyelengga lra l da lla lm progra lm ini? 

2. Alpa lka lh dida lla lm peneralpa ln da ln pelalksa lna laln website progra lm na lsi uduk 

inhil ini dialwa lsi daln ditinjalu oleh pihalk disduk ca lpil? 

3. Alpa lka lh kinerjalnya l suda lh sesua li denga ln sta lndalrisa lsi/SOP ya lng a lda l? 

4. Ba lga limalna l kemalmpualn pega lwa li da llalm memalnfa la ltkaln teknologi daln 

informalsi ya lng a lda l? 

c. Salralnal daln Fa lsilitals Pendukung 

1. Pera llaltaln ya lng memalda li 

 Alpa lka lh pera lngka lt kera ls da ln pera lngka lt luna lk ya lng diguna lka ln 

untuk menunjalng progra lm ini suda lh mema ldali? 

 Alpa l sa lja l peralngka lt kera ls da ln peralngka lt lunalk ya lng diguna lka ln 

untuk mendukung progra lm ini? 

 Alpa lka lh Kondisi sa lra lna l da ln pra lsa lralna l da lpa lt mendukung website e-

goverment palda l progra lm na lsi uduk inhil ini?” 

2. Sumber dalya l ma lnusia l 

 Alpa lka lh tingka lt pendidikaln seseora lng bisa l mempenga lruhi 

kinerjalnya l da llalm menjalla lnkaln progra lm ini? 

 Ba lga limalna l tingka lt pemalha lmaln pega lwa li terhalda lp tujualn a ltalu 

sa lsa lra ln dalri progra lm ini? 
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3. Ketersedia laln da lnal 

 Alpa lka lh a ldal sejumlalh dalna l ya lng disia lpka ln secalra l khusus oleh 

disdukcalpil ini untuk mendukung pengemba lnga ln da lri progra lm nalsi 

uduk inhil ini? 

 Da lri malna l sumber keualnga ln untuk menda lna li progra lm ini? 

d. Malsyalralkalt 

1. Alpa lka lh Ba lpa lk/Ibu ta lhu mengena li progra lm Na lsi Uduk Inhil ya lng 

disedialka ln oleh Disdukcalpil? 

2. Alpa lka lh Ba lpa lk/Ibuk mengeta lhui calral pengguna la ln da lri progra lm? 

3. Alpa l ma lnfa la lt ya lng dira lsa lka ln Ba lpa lk/Ibuk da lri pelalkalsa lna laln implementalsi 

e-governement melallui website nalsi uduk inhil ini? 

4. Alpa lka lh ma lsya lra lka lt berminalt mengguna lka ln website ini? 

e. Budalyal 

1. Ba lga limalna l buda lya l orga lnisa lsi di instalnsi ini mempenga lruhi implementalsi 

e-government paldal progra lm na lsi uduk inhil ini?” 

2. Ba lga limalna l proses komunikalsi da ln kola lboralsi alnta lr unit kerjal dalla lm 

instalnsi untuk meneralpka ln buda lya l e-government palda l progra lm na lsi uduk 

inhil ini? 

3. Ba lga limalna l instalnsi ini mengelolal perbedala ln budalya l da ln nilali alntalra l 

genera lsi ya lng berbedal da llalm konteks e-government, semisall seperti 

Mengguna lka ln ba lhalsa l ya lng jelals da ln muda lh dipalhalmi oleh semual generalsi 

da ln Penyedia laln Pelaltihaln da ln Edukalsi? 
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Lalmpiraln 2 Dokumentalsi 

Dokumentalsi Walwalncalral Palda l Dinals Kependudukaln Daln Pencaltaltaln Sipil 

Kalbupalten Indralgiri Hilir 

Dokumentalsi Bersa lma l Ba lpa lk Feri Suma lrdi Sebalga li Kepa llal Bida lng Pengelolala ln 

Informa lsi Aldministralsi Kependudukaln 

 

Dokumentalsi Bersa lma l Ibuk Fitria lni Ralsyid Seba lga li Ka lsuba lg Ba lgia ln Umum Daln 

Kepega lwa lialn 
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Dokumentalsi Bersa lma l Ma lsya lra lka lt 
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Dokumentalsi Bersa lma l Ma lsya lra lka lt 
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Lampiran 3 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 4 Surat Pra Riset 
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Lampiran 5 Surat Riset 
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Lampiran 6 Surat Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir 
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Lampiran 7 Surat Selesai Penelitian 
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